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KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA

ABSTRAK

MAYA SARI
177322050

Penelitian_Inic bertujuan; untuk mengetahui dan menganalisis hasil Pelaksanaan
Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa
Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dan untuk mengetahui dan
menganalisis hambatan atau kendala yang dialami dalam menganalisis hasil
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di
Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. Penelitian ini berbentuk
penelitian lapangan dengan cara survey deskriptif olahan wawancara secara
Kuantitatif, mengingat jumlah Populasi yang tidak terlalu banyak maka peneliti
berupaya menemui sumber Populasi dari responden. berdasasarkan responden
yang dijelaskan pada penelitian maka peneliti memperoleh data hasil dari
merumuskan kuisioner, observasi serta wawancara dengan sifat terbuka dan
wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Untuk
menganalisa data, dalam hal ini data yang telah terkumpul dikelompokkan
menurut jenis data masing-masing kemudian' disajikan dalam bentuk narasi
wawancara data olahan skala likert. \Selanjutnya data yang telah disajikan dalam
bentuk deskripsi kemudian wawancara berupa narasi wawancara, dan observasi
tersebut dianalisa secara Kuantitaif dan Kualitatif berupa deskriptif yang
dideskriptif kan dalam bentuk penggambaran-penggambaran yang terjadi di
lapangan, yakni, dari hasil pembahasan yang telah dilakukan maka penulis, maka
kesimpulan dari 6 indikator yaitu Efektivitas, efisiensi, perataan, kecukupan,
ketepatan, dan Respnsivitas tentang Evaluasi.Pelaksanaan Tugas Kepala Desa
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan..Desa di Desa Kelombok Kecamatan
Lingga Kabupaten Lingga dinilai Cukup Baik. Sehingga masih dibutuhkan
peningkatan kinerja dalam yang lebih baik lagi.

Kata kunci : Evaluasi, Tugas, Kepala Desa



EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE HEAD
DUTY IN THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNMENT IN
KELOMBOK VILLAGE, LINGGA DISTRICT, LINGGA DISTRICT

ABSTRACT

MAYA SARI
177322050

This study aims to determine ‘and analyze the results-of the implementation of the
tasks of the Village Head in the Administration of Village Government in the
Village Kelombok Lingga District Lingga Regency and to find-out and analyze
obstacles or obstacles experienced in analyzing the results of the Implementation
of the Village Head's Duties in Implementing Village Government in Kelombok
Village, Lingga District Phallus. This research is in.the form of field research by
means of a descriptive quantitative survey processed interview, given the number
of population that is not too much, the researchers tried to meet the source
population of the respondent. based on the respondents described in the study, the
researchers obtained data from the results of formulating questionnaires,
observations and interviews with.open nature.and in-depth interviews to obtain
more accurate information. To analyze the data, in this case the data that has
been collected is grouped according to the type of data respectively then
presented in the form of a interview interview Likert scale data The data that has
been presented is in the form ‘of & deseriptionthen an interview in the form of an
interview narrative, and the observations are analyzed. quantitatively and
qualitatively in the form of descriptive in the form of depictions that occur in the
field, that is, from the results of the discussion that has been done, the writer
recapitulates the" conclusions of 6 indicators in._which 3 indicators are
effectiveness, efficiency, leveling, adequacy, aecuracy and responsiveness.
Evaluation of the Implementation of Village Chief's Duties in Implementing
Village Government in Kelombok' Village;. Lingga District, Lingga Regency is
considered to be Good Enough. So there is still a need for improved performance
in a better way.

Keywords: Evaluation, Task, Village Head
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

pemerintahs

wilayah pr ia .' -', \_ . asing wilayah

baik itu tingka 1pun kabupa ot 1€ merintahan sendiri

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam

'Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18
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undang-undang®. Pernyataan di atas merupakan pengakuan negara akan adanya
kesatuan masyarakat hukum adat yang menyelenggarakan sistem pemerintahan

berdasarkan hak tradisional masyarakat sepanjang bersesuaian dengan prinsip

wilayah vy pemerintahan,

AR N

kepentingan akat, hak asal

usul, dan/a dalam sistem

pemerintahan

A L

—
@
=
[%2]
@D
o
c
—
o
QD
o
=

meningkatkan | 1’6 ah t a tama dalam hal
pembangunan dan . QQ : selain itu pembangunan
ditingkat pedesaan merupat . : bangunan Negara yang dapat
mempercepat pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar
wilayah, dalam realisasinya pembangunan desa memungkinkan sumber-sumber

pertumbuhan ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

bahkan negara Indonesia.

%|bid, Pasal 18 B ayat 2
3UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1 Ayat 1



Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa
memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dan bertanggungjawab
sepenuhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, selain sebagai kepala
pemerintahan kepala desa juga.sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan
desa. Sebagal dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi tentang
tugas pokok dan fungsi Kepala.Desa,/Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintahan Desa. Didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut
pemerintah Kabupaten Lingga mengeluarkan Peraturan Bupati Lingga Nomor
27 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa,
pada pasal 7 Peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas
menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”,

Selanjutnya Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.’

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa berwenang:

Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
Menetapkan Peraturan Desa;

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desg;

Membina kehidupan masyarakat Desa;
Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

NogakowdhE

*Perbub Kabupaten Lingga No 27 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa
®Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal. 26 ayat 1



9.

10.

11.
12,
&35
14.

15

Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
Mengembangkan.kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
Memanfaatkan teknologi tepat guna;

Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk
kuasa hukum. -untuk “mewakilinya sesuai dengan ketentuan
peraturan-perundang-undangan; dan

Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.®

Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala desa memiliki fungsi:

1.

menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja
Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah
pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan
upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan
penataan dan pengelolaan wilayah.

melaksanakan  pembangunan, seperti pembangunan sarana
prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan.

pembinaan kemasyarakatan, seperti-pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan.

pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan
lembaga lainnya“.

Dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, pemerintah memberikan bantuan Dana Desa kepada seluruh Desa

yang ada di Negara Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja

Negara. Dana Desa tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas kepala desa

pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena

%Ibid ayat 2
"Ibid
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itu sebagai dasar hukum yang lebih rinci terkait dengan pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan desa pemerintah mengelurakan Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

perencanaal $ ; A0¢ Perencanaan

pembangun p /az 3 kesepatakan
musyawarah te \ Pemba ok jah Desa untuk
jangka waktu 6+t o ana Pembangt ! - au yang disebut

Rencana 2 : inta ‘ Rencana

masyarakat Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa,
maka “dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa pemerintah desa wajib
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara

partisipatif”®. Dalam hal ini kepala desa mengikutsertakan unsur masyarakat Desa

8PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
°Ibid. Pasal 116 Ayat 1



dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan
kegiatan kabupaten. Unsur masyarakat tersebut terdiri dari;

Tokoh adat

Tokoh agama

Tokoh masyarakat

Tokoh pendidikan

Perwakilan kelompok tani

Perwakilan kelompok nelayan

Perwakilan kelompak perajin

Perwakilan kelompok perempuan

perwakilan kelompok pemerhati dan perfidungan Anak dan
0. Perwakilan kelompok masyarakat miskin™’.

B SSatl e, &~ W N

Selain' itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa harus
menyesuaikan dan mengacu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten. Oleh karena itu hubungan visi dan misi Kabupaten tidak dapat
dipisahkan dengan dokumen.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
intinya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa harus memiliki subtansi
dan tujuan yang sama dengan /Rencana, Pembangunan..Jangka Menengah
Kabupaten. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tersebut ditetapkan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala
Desa yang terpilih serta ditetapkan atau dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa
yang telah disetujui dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam
menyusun RPJMDesa mempedomani hasil dari musyawarah yang telah dilakukan
oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa, penyusunan RPJMDesa tersebut
dilakukan dengan kegiatan yang meliputi;

1.  Pembentukan tim penyusun RPJM Desa

Opermendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pasal 15 Ayat 3



2. Penyelarasan arah  kebijakan perencanaan  pembangunan
kabupaten/kota

3. Pengkajian keadaan Desa

4.  Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa

5. Penyusunan rancangan RPJM Desa

6. Penyusunan rencana pembangunan..Desa melalui musyawarah

perencanaan pembangunan Desa; dan
7. - Penetapan RPJM Desa™,

Kepala desa selaku penanggungjawab penyelenggaran pemerintahan
memiliki kewenangan membentuk tim penyusunaniRencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa. Jumlah tim RPJMDesa paling sedikit tujuh-erang dan paling
banyak 11 orang yang mengikut sertakan perempuan dan ditetapkan melalui

keputusan Kepala Desa. Tim Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

terdiri dari;
1.  Kepala Desa selaku Pembina
2. Sekretaris Desa selaku ketua
3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan
4.  Anggota yang-berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan

masyarakat, kader. pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur
masyarakat lainnya*’.

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
pemerintah desa diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan
informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa
dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota. RKPDesa seharusnya disusun dan direncanakan pada
bulan Juli tahun berjalan ditetapkan melalui Peraturan Desa paling lambat akhir

bulan September tahun berjalan, Rencana Kerja Pemerintah Desa yang sudah

“permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembanguan Desa. Pasal 7 Ayat 3
2|bid Pasal 8 ayat 2
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disusun dan disahkan sebagai Peraturan Desa menjadi dasar penetapan Anggaran

Pendapatan Belanja Desa. Sama dengan RPJMDesa, kepala desa juga

mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah penyusunan Rencana Kerja

penyelarasan

perencanaan

kerjasama antar Desa atau Ke a dengan pihak ketiga, kemudian
pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral atau program daerah,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

bid. Pasal 30 ayat 2



Sebelum melaksanakan kegiatan terlebih dahulu kepala desa
menginformasikan dokumen RKPDesa, APBDesa dan rencana kerja kepada
masyarakat melalui sosialisasi kegiatan, yang meliputi;

Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa
Musyawarah dusun

Musyawarah kelompok

Sistem informasi Desa berbasis website
Papan informasi-desa, dan

Media lain'sestiai kondisi Desa™.

S, [

Setelah melaksakan pembangunan ditingkat desa, baik-itu pembangunan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun yang
bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara, kepala desa bertanggungjawab
secara penuh’ dalam penggunaan anggaran. “Pertanggungjawaban tersebut
dilakukan dengan menyampaikan. realisasi /APBDesa kepada Bupati setiap
semester tahun berjalan dan disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun
berjalan. Sementara itu untuk-semester kedua-disampaikan.paling lambat pada
akhir bulan januari bulan berikutnya”*®. Selain penyampaian laporan realisasi
pelaksanaan Anggaran = Pendapatan Belanja Desa, kepala Desa juga
menyampaikan laporan' pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
bupati/walikota melalui camat.

Selain melaksanakan pembangunan desa, kepala desa juga bertugas

melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. hal ini didasari oleh Peraturan

“Ibid. Pasal 59 Ayat 2
®pp No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa. Pasal 103
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Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memandatkan pemerintah dan
pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan
pendampingan secara berjenjang.sesuai dengan kebutuhan..Selain itu, dijelaskan
dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa
pemberdayaan masyarakat desa, adalah-upaya;mengembangkan kemandirian dan
kesejahteraan = masyarakat  dengan  meningkatkan . pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai
dengan esensi ' masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa™. Pemberdayaan
masyarakat desa oleh pemerintah desa bertujuan memampukan desa dalam aksi
bersama sebagai satu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, tata kelola lembaga
kemasyarakat desa dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonemi dan lingkungan.

Sementara, dalam pasal 112 ayat 3 juga dijelaskan bahwa pemerintah,

pemerintah daerah . provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Kota
memberdayakan masyarakat desa dengan:

1.  Menerapkan hasil pengembangan iimu pengetahuan dan teknologi,
teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi
dan pertanian masyarakat Desa

2. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, dan

3. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada
di masyarakat Desa"".

Kecamatan Lingga merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di

Kabupaten Lingga , Kecamatan Lingga merupakan pemekaran dari Kecamatan

®yU No 6 Tahun 214 tentang Desa. Pasal 1 Ayat 12
|bid. Pasal 112 Ayat 3
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Lingga sebagai ibu kota Kabupaten Lingga . Dominan mata pencarian penduduk
Lingga berprofesi sebagai Nelayan, Kecamatan Lingga juga dikenal dengan

kecamatan penghasil Ikan di Kabupaten Lingga , selain itu juga menghasilkan

hasil-hasil perke i ah-re i di beberapa Desa.
Kondisi n t iri dari 11
desa/kel WA@HSQMH' F . 136 Jiwa.
W 2
Untuk leb k ffi dilihat pada
tabel diba
Tabel I. 1. n i ab. Lingga
No = Pen Persentase
__ [Laki-laki | Pers (%)
1 | Daik s O A Bt 3%
2 | Kelo > B e~ : 2,4 %
3 | Kelu . 8, 7%
4 | Mentu .385 6,2 %
& 5
5 | Mepar 13,208 H AT3: 651 14,4 %
6 | Merawa ] 38 4.6 %
7 | Musai {O .288 7,1%
8 | Nerekeh 1.500 3,2%
9 | Panggak Darat 1 2.842 6,1 %
10 | Panggak Laut .330 2.765 5,9 %
11 | Pekajang 1.442 1.303 2.745 5,9 %
Jumlah 22.507 23.639 46.136 100%

Sumber; Kantor Camat Lingga , 2019

Desa pada saat ini telah mengalami perkembangan dalam berbagai bentuk
sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar desa menjadi maju, mandiri dan
demokratis sehingga menciptakan pondasi yang kuat dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Kepala
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desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan desa, berhasil atau
tidak berhasil pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan ditingkat desa sangat
tergantung dengan kemampuan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, selain
itu kepala desa _harus bisa meningkatkan_partisipast masyarakat dan menjalin
kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di desa dalam membangun wilayah
pedesaan, oleh karena kebijakan-Kebijakan yang diputuskan merupakan benar-
benar hasil dari musyawarah mufakat.

Mulai tahun 2017 pemerintah Negara Republik Indoensia memberikan
bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara,
Dana Desa ini difokuskan untuk melaksanakan tugas kepala desa dibidang
pembangunan desa dan dibidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana
yang tertera dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi  Nomor 22 ;Tahun 2016 disebutkan penggunaan dana desa
diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan dibidang pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa, dengan rincian 70% untuk bidang pembangunan
desa dan 30% untuk pemberdayaan masyarakat desa'®. Sementara itu dibidang
pembangunan lebih memprioritaskan. pembangunan yang dapat menunjang
peningkatan perekonomian masyarakat desa dan pembangunan yang memiliki
hubungan dengan masyarakat miskin, karena pada esensinya Dana Desa bertujuan
untuk mengurangi angkat kemiskinan di Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan tugas kepala desa di Kecamatan Lingga Kabupaten

Lingga dalam melaksanakan Pembangunan desa dan Pemberdayaan masyarakat

®permedes 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017. Pasal 3
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desa yang bersumber dari Dana Desa belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat jelas karena
ketidak sesuaian apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya (das sollen-das
sain), sehingga .menimbulkan. fenomena-fenomena terkait pelaksanaan tugas
kepala desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ketidak sesuai antara-apayang seharusnya dengan apa yang senyatanya
(das sollen-das sain) tertihat dari apa yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa pasal 116 ayat 1 yang mengatakan Dalam menyusun
RPJMDesa dan RKPDesa, Pemerintah 'Desa_ wajib "menyelenggarakan
musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif, akan tetapi
faktanya dilapangan dari data yang diperoleh selama melakukan observasi serta
didukung oleh" pernyataan~masyarakat desa Kelombok tidak melaksanakan
musyawarah secara partisipatif dalam menyusun RPIJMDesa dan RKPDesa.

Pada tahap penyusunan RKPDesa dijelaskan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
bahwa RKPDesa mulai disusun. oleh, pemerintah desa pada bulan Juli tahun
berjalan, dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Camat Lingga
Kabupaten Lingga , faktanya seluruh desa yang ada di Kecamatan Lingga mulai
menyusun RPKDesa Tahun 2016 yaitu pada bulan Agustus tahun berjalan dan ada
desa yang menetapkan RKPDesa lewat dari bulan September seperti Desa

Kelombok.



tahun terakhir yang penulis uraikan berikut ini :
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Adapun data perencanaan, pembangunan dan realisasinya dalam tiga

a. Rancangan Peraturan Desa Kelombok Nomor 2 Tahun 2016

tentang:Rencana Kerja Pemerisntah Desa(RKPDes) Tahun 2017

b.  Peraturan Desa Kelombok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016

c.  Persutujuan Badan Permusyawaratan Desa Kelombok terhadap
Anggaran Pendapatan - dan, Belanja Desa Kelombok Tahun

Anggaran.2016

d.  Peraturan Desa Kelombok Nomor 01 Tahun 2017 tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

Selanjutnya Pembangunan Desa Kelombook Tahun Anggaran 2016 Antara Lain:

Paving Blok Kantor Desa
Pembuatan Dinding Perigi

Rehab Jalan Perkuburan
Rehab Kantor-PKK

O No g~

Rehab Masjid

Perawatan Mesin Listrik Desa
Pembangunan Gedung Serbaguna

Pembangunan Gudang Pemakaman

Tabel 1.2 Pembangunan yang terealisasi 2016

zZ
@)

TEREALISASI

TIDAK TEREALISASI

0 N o oA W N P

Paving Blok Kantor Desa
Pembuatan Dinding Perigi
Perawatan Mesin Listrik Desa
Pembangunan Gedung Serbaguna
Rehab Jalan Perkuburan

Rehab Kantor PKK

Pembangunan Gudang Pemakaman
Rehab Masjid

Sumber : Desa Kelombok, 2019
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Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017

a. Rancangan Peraturan Desa Kelombok Nomor 2 Tahun 2017

tentang Rencana Kerja Pemerisntah Desa (RKPDes) Tahun 2017

Desa Nomor

SEEREL

NO

o o1 AW

Rehab Masjid
Perawatan Mesin Listrik Desa
Rehab Panggung Kesenian
Tambatan Perahu RT 01/RW 01
Tambatan Perahu RT 02/RW 01
Kegiatan Kebersihan Lingkungan
Desa

5 Tahun _2017 tentang Anggaran
n Anggaran 2017
ae Nomor
0 , Badan
Pendapatan

Sumber : Desa Kelombok 2019
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Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Ranperdes)
Tahun2018 :

a. Rancangan Peraturan Desa Kelombok Nomor 2  Tahun 2018
tentang:Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2018

b.  Peraturan Kepala Desa Kelombok Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun
Anggaran 2018

c. Keputusan Badan-r Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor
2/IKPTS/BRD-KLB/1V/2018 tentang Persetujuan Badan
Permusyawaratan Desa Kelombok terhadap Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Kelombok Tahun Anggaran 2018

d.Peraturan Desa Kelombok Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

Pembangunan Desa Kelombook Tahun Anggaran 2018 Antara Lain:
1. = Pembangunan Jalan ke PLN

2. Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan

3. Pembangunan Keramba, Tancap

Tabel 1.4 Pembangunan yang terealisasi 2017
NO TERALISASI TIDAK TEREALISASI
1 | Pembangunan Jalan ke PLN

2 | Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan -

3 | Pembangunan Keramba Tancap
Sumber : Desa Kelombok 2019

Dari uraian data diatas, terdapat Fenomena pelaksanaan tugas kepala
desa di Kecamatan Lingga  juga terjadi pada tahap pelaporan dan
pertanggungawaban, Pasal 103 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

menjelaskan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
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kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan untuk semester pertama

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, untuk semester

kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

pemberdayaan, permasalah ini didasari karena ketidaksesuaian antara apa yang

seharusnya dengan apa yang senyatanya (das sollen-das sain), adapun masalah

yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa pasal 116 ayat 1 yang mengatakan Dalam menyusun
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RPJMDesa dan RKPDesa, Pemerintah Desa wajib
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa

secara partisipatif, namun di lapangan terindikasi bahwasanya

2

[
7 .

—
(=]
@

2
)
S

=3

aeah Aty

penulis ingin
melakukan endalam yang
disusun dal si Pelaksanaan
Tugas Kepa :D) Desa
Kelombok Ke "
G
I.3.  Rumusan N QQ.
Rumusan masalal ; digunakan untuk menjelaskan

masalah atau isu-isu yang akan dibahas dan dianalisis kepada pembaca, secara
umum rumusan masalah akan menggaris bawahi fakta-fakta dari masalah yang
ada dilokasi penelitian, serta menjelaskan alasan masalah. Untuk itu yang menjadi

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
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1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Kepala Desa  Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok

Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga ?

pala  Desa Dalam

Kelombok

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
NI disay yejepe i uawnyo(g
B

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok

Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga .
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2.  Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapakan dapat berguna dan bermanfaat bagi

pihak-pihak yang terkait dari berbagai aspek, adapun kegunaan penelitian

dalam  menyelenggarakan
pemerintahan desa.
2. Sebagai referensi bagi lembaga-lembaga desa dan masyarakat desa
di Kecamatan Lingga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa.
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Aspek Diri

Dengan  dilakukannya penelitian ini  diharapkan  dapat

mengembangkan ilmu pengetahuan peneliti terutama ilmu
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KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1

2.11

ilmu terse

adalah Ne n fokus objek
kajian ilm

pelayanan. kybernologi
karena kybe n. Kybernologi
hadir seba pemerintahan,

dienst het beste inricth en leidt (ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas
umum disusun dan dipimpin sebaik-baiknya)®. Teori tersebut memberikan
pemahaman bahwa ilmu pemerintahan adalah bagaimana intansi atau organisasi
pemerintahan disusun dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kerangka

kewenangan dan pelayanan baik pelayan sipil maupun pelayanan publik. Lebih

'Ndraha, Taliziduhu, 2008. Kybernologi Kepamongprajaan. Sirao Credentia Center, Tangerang
Banten. Hal 61-62
“Syafiie, Inu Kencana, 2007. llmu Pemerintahan (Edisi Revisi). Mandar Maju, Bandung. Hal 21

22
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menfokuskan kepada pelayanan Ndraha menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan
adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan dan tuntutan tiap
orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan,
(sehingga dapat_diterima) pada.saat yang dibutuhkan oleh.yang bersangkutan®.
Pendapat tersebut menekankan bahwa ilmu pemerintahan merupakan. ilmu yang
mempelajari bagaimana memenuhi kehutuhan:masyarakat melalui jasa publik dan
pelayanan yang diberikan kepada penerima pelayanan (masyarakat), yang
dimaksud pemberi pelayanan adalah pemerintahan selaku organ atau instansi
terbesar di dalam suatu negara.

Rosenthal mendefenisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang
menggeluti studi tentang Kinerja internal dan eksternal dari stuktur-struktur dan
proses-proses pemerintahan umum. Pemerintahan umum dapat diartikan sebagai
keseluruhan struktur dan proses dimana keputusan-keputusan yang mengikat
diambil®. Menurut penulis maksud dari pemerintahan umum merupakan seluruh
struktur pemerintahan mulai dari paling atas yaitu pemerintah pusat sampai pada
sistem pemerintahan yang paling rendah (pemerintahan desa) dan proses
pelaksanaan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan
hukum yaitu peraturan perundang-undangan baik secara internal maupun secara
eksternal dari instansi pemerintahan tersebut.

Penjelasan lebih rinci mengenai ilmu pemerintahan dijelaskan oleh Ndraha
yang mengatakan bahwa ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua

sudut. Pertama dari sudut bagaimana seharusnya (normative, ideal, dan das

*Ndraha, Taliziduhu,2003. Kybernology (llmu Pemerintahan Baru). Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta.
Hal 7
* Syafiie,.Op. Cit.,Hal 34
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Sollen). Sedangkan kedua dari sudut bagaimana senyatanya jadi empiric dan das
Sein)®. Ada dua hal yang harus difahami dari pengertian ilmu pemerintahan di
atas, pertama ilmu pemerintahan itu mengkaji dari sudut apa proses pemerintahan
yang seharusnya._dilaksanakan;.tentu idealnya.dilaksanakan.sesuai dengan aturan
yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua ilmu pemerintahan
mengkaji bagaimana senyatanya-terjadi dilapangan, apakah telah sesuai dengan
petunjuk pelaksana dan petunjuk tenis.

Sebuah i1lmu dapat dikatakan menjadi sebuah ilmu terlebih dahulu harus
memiliki aksiologi yang memberikan manfaat dan tujuan apabila diaplikasi
ditengah-tengah masyarakat, Syafiie mengatakan bahwa tujuan mempelajari ilmu
pemerintahan secara umum agar dapat memahami teori-teori bentuk-bentuk dan
proses-proses pemerintahan dan mampu menempatkan diri serta ikut berperan di
dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan
di dalam negeri®. Jelas manfaat dan tujuan mempelajari ilmu pemerintahan adalah
meningkatkan kompetensi baik seseorang maupun sekelompok orang untuk
berperan, berpartisipasi « dan_terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan
sekurang-kurangnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah domisili masing-
masing yang dapat memberikan manfaat dan konsribusi terhadap perkembangan
masyarakat kearah progresif.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata

“perintah tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung,

°Ndraha,. Op. Cit
®Syafiie, Inu Kencana, 2005.Pengantar llmu Pemerintahan. PT.Refika Aditama, Bandung. Hal 26
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kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang,
dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut C.F Strong Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer,

Legislatif, dan Ke 3 wdian j diilh ol i Montesquieu (Trias
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eksekutif, dan
antar yang memerinta
Menurut  Poelje pemerintahn sebagai ilmu

pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusisa kearah

kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah."*

’C. F Strong dalam Drs. Inu Kencana Syafiie, 2011. llmu Pemerintahan, M.Si, halm. 31)
80pcit.Hal. 16, Samuel Edwar, hal 32
°Opcit.Hal.16, Ndraha, 2011.Hal. 7
100 :
pcit. 8
1 Opcit
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Menurut ilmu pemerintahan mengkontruksikan dirinya sebagai sebuah

ilmu yang berasal dai manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang

memerintah dan yang diperinta.*?

adalah untuk
menjaga Sis idupan secara
wajar.**
emiliki 4 unsur

dua pihak yang

saling memiliki

diperintah memiliki ki Qa
Menurut Surbakti IS . g emerintahan berbeda artinya,
dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah
merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara.
Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengeritannya dapat dikaji atau ditinjau

dari tiga aspek :

120pcit.Labobo.Hal. 2

30pcit.Gaffar

“Rasyid.dalam Labolo 2011. Hal. 19
3L oc. Cit.hal 16 Syafiie, 2011.Hal. 20
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a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala

kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan

dan berlandaskan pada dasar Negara.

yang mereka tidak ma sendiri karena masih lemah dan tak
berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.*’
Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam
menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

a. Fungsi pembangunan

%8 Loc. Cit. Hal. 168
Y0Op. Cit Ndraha, 79
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b. Pungsi pemberdayaan

c. Fungsi pelayanan

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintahnini berkaitan

sehingga pemerintaha '1 da " ' asaz nodalam paradigma

baru pemer

pemerintahan tidak begitu memiliki perbedaan yang signifikan, namun secara
terminologi kata pemerintah dan pemerintahan memiliki makna dan istilah yang
sangat berbeda. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit
kata “perintah”tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang

terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang

'8 yusri Munaf, 2016. Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, Riau.
Hal. 47
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memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan™.
Hampir sama dengan pendapat sebelumnya Suryaningrat menjelaskan
Pemerintah dilihat dari sisi pendekatan bahasa berasal dari kata “perintah” yang
berarti sesuatu_.yang harus-dilaksanakan,.didalam" kata tersebut tersimpul
beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari “‘perintah” yaitu:

1. Adanya keharusan. .menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa

yang dipertintahkan.

2. Adanya dua pihak yaitu yang memberi.dan yang menerima

perintah.

3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima

perintah.

4. Adanya kewenangan atau kekuasaan untuk memberi perintah®.

Dari dua teori pemerintah di atas, adanya dua pihak yang saling
ketergantungan-yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.
Pihak yang pertama yang memberi perintah dan pihak yang kedua adalah yang
menerima perintah, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan
untuk memberikan perintah dan pihak yang diperintah harus menunjukkan
kepatuhan dan ketaatan untuk melaksanakan apa yang diperintah sepanjang sesuali
dengan aturan yang ditentukan melalui kesepakatan bersama. Dengan demikian
jalinan hubungan emosional merupakan..tonggak awal antara memberi dan
menerima perintah

Bicara pemerintah secara umum berarti organ, lembaga, badan atau
instansi mulai dari kedudukan tertinggi (pemerintah), sampai kedudukan yang

terendah (pemerintah desa) dan unsur-unsur yang berada di dalamnya tidak

terkecuali Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga Yyang

' bid, Hal 20
2%suryaningrat, Bayu, 1987. Mengenal Ilmu Pemerintah. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 9
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berwenang memberikan dan memperoses pelayanan sipil dan pelayanan publik,
karena pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat konsekuensi dari terciptanya
sebuah negara yang disepakati dan diberikan amanat oleh rakyat untuk mengurus
dan dan mengatur-kehidupan berbangsa dan bernegara, Karena pemerintah adalah
segala _kegiatan yang teroganisir yang bersumber pada kedaulatan dan
kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara21.
Ndraha mengatakan bahwa pemerintah adalah organ yang berwenang
memproses pelayanan publik dan berkewajiban memperoses pelayanan
civil bagi setiap org yang melalakukan hubungan pemerintahan, sesuai
dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu,
bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada
secara sah (legal) diwilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil
tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya®.

Sementara itu, tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas yang
menjelaskan bahwa pemerintah merupakan salah satu subkomponen geografis
satu Negara yang berdaulat;-pemerintah berfungsi memberikan pelayanan dalam
suatu wilayah tertentu®.Beberapa teori pemerintah yang dijelaskan sebelumnya,
ada dua hal penjelasan yang penulis simpulkan. Pertama, pemerintah hadir karena
konsekuensi dari kemardekaan sebuah negara yang berdaulat namun kegiatan dan
proses dalam aplikasinya tersusun _dan terorganisir serta memiliki payung hukum
tertinggi (konstitusi). Kedua, pemerintah sebagai organ, lembaga atau badan yang
memiliki kewenangan memberikan pelayanan kepada setiap warga Negaranya
sesuai dengan konstitusi yang disetujui bersama.Pelayanan yang dimaksut disini

menyentuh semua aspek termasuk pelayanan dalam memberikan keamanan,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemenuhan sarana dan

'Bydiarjo, Miriam, 2003. Dasar-Dasar lImu politik.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal 21
22Ndraha,.Op. Cit Hal 6
83arundajang, 2002.Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal 25
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prasarana.Seperti yang dikemukan oleh Awang dan Wijaya bahwa pemerintah
merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjadi dan
menjamin sistem ketertiban dan penyedian sarana dan prasarana sosial yang
dibutuhkan oleh masyarakat bagi.kepentingan-aktivitas sosialnya®*.

Dari sisi kebijakan publik pemerintah merupakan satu-satunya organ,
badan atau instansi yang diberikan kewenangan untuk merumus dan menetapkan
kebijakan ‘melalui peraturan perundang-undangan sebagai pedoman atau acuan
untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik
Indonesia.Awang dan Wijaya mengatakan pemerintah adalah sebuah badan yang
menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan
eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi.dan hukum dalam
sebuah negara”.Pendapat di atas menjelaskan bahwa dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat pemerintah memiliki kewenangan merumus dan
menetapkan serta mengimplementasikan kebijakan publik sebagai pedoman untuk
memberikan pelayanan secara berdaulat yang berpedomankan oleh hukum, adat
istiadat dan institusi atau lembaga-lembaga yang. bertujuan untuk meningkat
kesejahteraan rakyat.

Beberapa teori mendefenisikan pemerintah dalam secara luas dan secara
sempit, salah satunya sebagaimana yang dikemukakan oleh Kansil dan Christine
memberikan penjelasan bahwa pemerintah dalam arti sempit dimaksutkan khusus

kekuasaan eksekutif, pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara

2*Awang, Azam, Wijaya, 2012. Ekologi Pemerintahan. Alaf Riau, Pekanbaru. Hal 7
#|bid, Hal 6
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temasuk DPR?®.Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah dalam arti sempit yaitu
lembaga eksekutif yang lembaga yang bertugas mengimplementasikan peraturan
perudang-undangan, sedangkan terminologi pemerintah secara luas adalah seluruh
organ atau badansbaik mainsstate organ_maupun auxeliry state organ, yang
terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah hadir sebagat organ atausbadan dengan sejumlah tugas dan
fungsi yang diamanahkan oleh rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Prajudi mengatakan tugas pemerintah adalah antara lain tata usaha
negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan, dan pelestarian
lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintahan adalah pengaturan pembinaan
masyarakat, kepolisian dan peradilan®’.Tugas dan fungsi pemerintah sebagaimana
yang telah dijelaskan di atas merupakan tugas yang komplit dan menyeluruh,
menyentuh berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat
termasuk tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
umum serta memberikan perlindungan.
Ndraha mengatakan, fungi pemerintah, yang pertama fungsi primer
dan kedua fungsi sekunder.Fungsi primer yaitu yang terus menerus
berjalan dan berhubungan ‘positif dengan kondisi pihak yang
diperintah.Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan
meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat,
semakin meningkat kondisi yang diperintah semakin meningkat
kondisi primer yang diperintah.Pemerintah berfungsi primer sebagai
providerjasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil
termasuk layanan birokrasi yang disingkat sebagai fungsi pelayanan
(serving).Sedangkan fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang

berhubugan negatif dengan fungsi ekonomi, politik dan sosial yang
diperintah dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat

%®Kansil &Christine, 2001.1Imu Negara (Umum dan Indonesia). PT. Pratnya Paramita, Jakarta. Hal
150
?’Syafiie,. Op. Cit,. Hal 33
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bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang
diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah®.

Ada dua fungsi pemerintah yang dijelaskan oleh teori di atas, yaitu fungsi
primer dan fungsi sekunder.Fungsi primer erat kaitannya fungsi pelayanan yang
tidak dapat diprivatisasikan atau diserahkan kepada organisasi. swasta, fungsi
primer hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui pelayanan sipil dan
pelayanan birokrasi serta.‘meningkatkan kondisi'/;ekonomi, politik dan sosial
masyarakat.Kemudian, fungsi sekunder merupakan fungsi sebaliknya, yaitu fungsi
yang bersifat negatif maksutnya dengan dilaksanakannya fungsi ekonomi, politik
dan sosial maka berdampak semakin kuatnya bargaining position yang
mengakibatkan pembaharuan masyarakat yang diperintah.

Pemerintah, baik dalam-arti sempit maupun dalam arti luas merupakan
organ yang berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat.Rasyid mengatakan fungsi
pemerintah secara hakiki yaitu memberikan, pelayanan (service), pemberdayaan
(empowerment), dan pembangunan (development)®.Pemenuhan kebutuhan
masyarakat dapat dilakukan dengan tiga hal, pertama pemberian pelayanan baik
itu pelayanan sipil yaitu-pelayanan yang dimenopoli oleh pemerintah atau
pelayanan yang tidak dapat diprivatisasikan maupun pelayanan publik atau
pelayan yang dapat diberikan oleh pihak swasta termasuk memberikan pelayanan
kepada korban bencana.Kedua pemberdayaan, pemberdayaan dapat dilakukan
dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kreatifitas

masyarakat yang dapat bersaing dan berkompotisi untuk memperoleh kehidupan

®Ndraha,.Op. Cit Hal 76
»Rasyid, M. Ryass, 2000. Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan.
PT. Yasrif Watampone, Jakarta. Hal 59
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yang layak. Ketiga fungsi pembangunanan secara fisik merata dan menyeluruh

dan pembangunan administrasi.

Sedangkan pemerintahan merupakan sistem, proses atau kegiatan yang

sebagai proses, > a3 ernegara yang dapat

masyarakat.

2.1.2 Azas Penyelenggaraan Pemerintahan
Pemerintah  terdiri  dari  pemerintan  pusat dan  pemerintah

daerah.Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pesiden Republik Indonesia Yang

% Syafiie,. Op. Cit,. Hal 30
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Memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sebagai mana

yang dimaksud Undang-undang dasar 1945, sedangkan Pemerintahan Daerah

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan

Dewan Perwakilan'Rakyat Daerah_menurut..azas otonemi dan tugas pembantuan

dengan_prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim  dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana: dimaksud dalam UUD 1945.%
Maka dapat diketahui bahwa pemerintahan daerah merupakan :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan

2. Diselenggarakan oleh wunsur Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi

daerah dan tugas pembantuan.

Dengan senantiasa memperhatikan prinsip otonomi seluas-luasnya

Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. Dengan mendasarkan pelaksanaanya pada Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

ok~

Secara © umum._ pemerintahan dapat, | diartikan ~“sebagai  kegiatan
penyelenggaraan [Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi
segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, -memobilisasi semua
sumberdaya yang diperlukan serta membina hubungan baik dalam lingkungan
Negara ataupun Negara [ain. Pemerintahan.ini menyangkut kekuasaan dalam
bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.*

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada beberapa
asas. Adapun asas-asas tersebut meliputi :

a. Asas otonomi adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk

mengatur dan mengurus sendiri dan menyelenggarakan urusan

*L Loc. Cit. HIm.3
%250ehino, 2002. Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Yogyakarta, Liberty, him.61
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kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi

masyarakat daerah. Asas otonomi ini juga masih dibagi 2 (dua) yaitu :

1.  Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan

pusat.
3. Urusan yang meningkatkan efesiensi dan efektif pelayanan yang

langsung memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

*pasal 1 angka 7.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
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4. Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang

tidak memerlukan keseragaman nasional.*

NNy

B
"<

asas yang

Keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

*Ibid, angka 9.


http://pemerintah.net/bentuk-organisasi-perangkat-daerah/
http://pemerintah.net/
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5. Proporsionalitas, asas proporsionalitas adalah asas yang

mengutamakan  keseimbangan antara hak dan  kewajiban

penyelenggara negara.

keahlian  yang

ap kegiatan

8 2 B

RES A\ 1)

SR\
“l
iR '

harus dapat

akyat  sebagai

si penggunaan

JJJJJ

mencapai hasil

iy disay yejepe il udwnyo(]
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proporsional bagi setiap warga negara.®®

% | oc. Cit. HIm.3
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2.1.4 Teori Fungsi Pemerintahan
Menurut Ndraha fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas

yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda

pihak. Dalam

an, merupakan

merintah  dibebani
dalam kegiatan

itu juga

beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat

mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.*

%0p. Cit.75
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Selain itu menurut Ndraha pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :
1. Fungsi primer (pelayanan)

Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa

kondisi yang tepat jadi kondusif bagi berlangsungnya
berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik

diberbagai kehidupan masyarakat.

*0p. Cit, 25



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

41

2. Fungsi pelayanan
Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh

warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam

masyarakat

pembangunan

bangunan dan

kebijakan yang disebut dengan kek

2.1.5 Teori Organisasi
Kelangsungan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana
yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya peranan dari segenap anggota

organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa
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anggota organisasi merupakan salah satu sumber daya manusia yang mendukung

kelangsungan suatu organisasi.

Organisasi merupakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang

%AW

+ el

dan menge
sumberdaya

ditetapkan.®

planing, organ

digunakan baik

*t-‘
=
[=4
w
D
o
QD
=
QD
O
D
=
c
>
—+
c
>

dalam rangka usaha ..Q

Manajemen suatu } . ata il nerupakan rangkaian kegiatan
penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja
agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai.*’

Sedangkan manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang , yaitu

sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian

% Stoner, 1996:7 (dalam Zulkifli dan Moris) 2014. Zulkifli & Moris Adidi, Yogia, 2014. Fungsi-
fungsi Manajemen, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, HIm. 17

% Ibid , HIm. 18

*0 Ibid,



43

tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang untuk menduduki jabatan
manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui
kegiatan-kegiatan orang lain.

Manajemen adalah ilmu.dan seni_untuk mengatur. proses pemanfaatan
sumber_daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien
untuk mencapai suatu tujuan. tertentu.-Manajemen terdiri dari enam unsur (6M)
yaitu :men, money, methode, materials, machines, dan market.

Unsur-men (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu
manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan
MSDM yang merupakan terjemahan dari man power management.Manajemen
yang mengatur unsur manusia uni ada yang menyebutnya manajemen
kepegawaian atau manajemen personalia (personnel management).

Menurut Sondang +P.Siagian, Manajemen adalah- kemampuan atau
keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan
melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat pula dikatakan
bahwa manajemen ‘merupakan inti dari pada administrasi, karena memang
manajemen merupakan alat pelaksana utama.dari pada administrasi.

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan
aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada
manajemen.Sering orang mengatakan bahwa, kepemimpinan merupakan inti dari
manajemen. Memang demikian halnya, karena kepemimpinan merupakan motor
atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia

didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan
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sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang , bahan-bahan, mesin-mesin,
metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien
dan efektif.

Selanjutnya dapat dikatakan inti dari.kepemimpinan.adalah pengambilan
keputusan, lebih lanjutnya dalam proses pengambilan keputusan olen pemimpin
yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan antar manusia (Human Relations)
terutama hubungan antara pimpinan dan bawahan. Oleh karena itu, dapat
dikatakan bahwa inti dari pengambilan keputusan adalah hubungan antar manusia.

Inti terakhir dari keseluruhan proses administrasi adalah hubungan antar
manusia. Pendapat tersebut dewasa ini tidak dapat atau sulit untuk disangkal lagi,
mengingat seluruh proses administrasi bertitik tolak dari manusia, berorientasi
pada manusia, dimaksud untuk kepentingan manusia dan akan diakhiri oleh
manusia pula.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam
suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal.
Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam
perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan,
pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan
sebagainya.secara etimologi manajemen sumber daya manusia merupakan
penggabungan dua konsep yang secara maknawiyah memiliki pengertian yang

berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumberdaya manusia.
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Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua
kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia.Sumber
daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam
organisasi yang masing-masing.memiliki peran-dan fungsi.Sumber daya manusia
adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang
meliputi potensi fisik dan _nen: fisik:Sedangkan sumberdaya manusia dalam
konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat
keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi
non fisik.

Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin,
teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama
pentingnya, tetapisumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-
satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan,
pengetahuan, dan keterampilan,motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang
khusus mempelajari hubungan dan peranan wmanusia dalam organisasi
perusahaan.Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang
merupakan tenaga kerja pada perusahaan.Dengan demikian, fokus yang dipelajari
Manajemen Sumber Daya Manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan
dengan tenaga kerja manusia saja.

Pada prinsipnya, sumber daya manusia adlah satu-satunya sumber daya
yang menetukan organisasi.Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus

dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya
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manusia yang baik, kemungkinan sulit mencapai tujuannya.Sumber daya manusia
di pahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada

didalam suatu organisasi, dan merupakan modal dasar organisasiuntuk melakukan

terpenting
maka akan
per daya manusia
alam job-nya.

erikan kontribusi
yang maksima : : : S aka agenda penting bagi
pimpinan anusia adalah
arah visi dan misi

mengidenti

organisasi.

partisipasi, fungsi-fungsi manajemen, kejelasan arah karier, kompetensi, budaya
organisasi, sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagali
hasil penelitian sebelumnya. Yang mengidentifikasi faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap kinerja individu.
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2.1.7 Kepemimpinan

Kepemimpinan atau manager yang berarti :

1. Seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan

pimmpinan

Orang yang

dan

mengenai kepemimpinan :

1. proses dimana seseorang atau sekelompok orang memainkan

pengaruh atas orang lain, menginspirasikan, memotivasi dan

mengarahkan aktivitas mereka untuk mencapai sasaran atau tujuan;

*Sedarmayanti, 2009.Repormasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi & Kepemimpinan Masa
depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan kepemerintahan yang baik), Bandung, Refika
Aditama, him. 119
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2. kepemimpinan merupakan kepampuan positif mempengaruhi orang

dan sistem untuk memberikan dampak yang berguna dan mencapai

hasil yang diinginkan.

pemimpin dalam menerapka epemimpinan ditengah praktek
kehidupan dalam organisasi tertentu, dan melingkupi konsep-konsep
pemikirannya, prilaku sehari-hari, serta peralatan yang digunakan.*

Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin yang artinya bimbing

atau tuntun, dari kata pimpin lahirlah kata memimpin yang artinya membimbing

*Ali, 2012.Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan, Jakarta, Multicerdas
Publishing, him.67

*30p. Cit, Dent, him.69

*Kartono, 2014.Pemimpin dan kepemimpinan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, him.3
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atau menuntun dan kata benda pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin

yaitu orang yang berfungsi memimpin atau atau orang yang membimbing atau

menuntun.Lalu muncul istilah yang serupa “pimpinan” “kepimpinan” dan

juga mem kema an me e al : :
serta mem erinta : d ah sumber daya
menjadi su erintahan.*®
Kep erintah untuk
melakukan erutama dalam

penyedian p asa d la layanan sipil

baik dan mengilhami orang lain untuk mencapai tujuan bersama,
3) kepemimpinan adalah kekuatan untuk berkomunikasi dengan tegas

dan mengilhami orang lain,

**Pamudji, 1986.Kepemimpinan Pemerintahan diindonesia, Jakarta, Bina Aksara, him.5

**Suradinata, 2014.Alanisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan, Bandung, Algaprint
Jatinangor, him.5

*"Ndraha, 2003.Kybernology llmu Pemerintahan Baru, Jakarta, Renika Cipta, him.226
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4) kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain.*®

Konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri dari dua (sub) konsep yang
berhubungan satu sama‘lain, tegang yaitu konsep kepemimpinan bersistem sosial
dan konsep kepemimpinan pemerintahan yang bersifat
formal.*selanjutnyaactivity of influencing people to cooperate toward some goal
they to find desirable .adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang untuk
bekerjasama dalam rangka mencapai yang mereka kehendaki.>

Kepemimpinan pemerintahan tidak saja bersistem nilai formal yang terkait
oleh tataran hukum bersifat formal namun kepemimpinan juga berstandar pada
sistem nilai sosial menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki seseorang
dalam mempengaruhi orang Jain.tidak terlepas: dari sistem nilai budaya yang
dimiliki termasuk kepercayaan dan adat-istiadat. Kepemimpinan pemerintahan
yang mengandung sisten formal merupakan hersumber pada kewenangan rasional
yang dihadapkan pada berbagai tugas dan kewenangan serta tuntutan situasi dan
perubahan yang cepat dan dituntut untuk berperan.sesuai dengan status yang
melekat untuk mencapali suatu tujuan “melalui atau menggunakan
kekuasaanya.Kepemimpinan dan kekuasaan merupakan mata rantai yang sangat
sulit dipisahkan.

Kekuasaan amat dekat dengan kepemimpinan.Kekuasaan merupakan suatu

sarana bagi seorang pememimpin untk mempengaruhi prilaku pengikut-

480’leary dalam Effendy, 2009.Pergeseran kepemimpinan desa kharismatik paternalistik, otokratik,
demokratik, Bandung, Indra Prahasta, him.41

*0p. Cit, Ndraha, him.39

*®Djaenuri, 2015.Kepemimpinan Etika dan Kebijakan Pemerintahan, Bogor, Ghalia Indonesia, him.9



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

51

pengikutnya.>'Seorang pemimpin hendaknya tidak hanya menilai prilaku
kepemimpinan mereka agar mengerti bagaimana sebenarnya mereka

mempengaruhi orang-orang lain, tetapi seorang pemimpin seharusnya juga

menjalankan model kepemimpina

aitu mereka yang masuk ke dalam
penjabat publik yang dipilih oleh rakyat seperti kepala desa, Bupati/Walikota,
Gubernur dan Presiden serta penjabat publik yang diangkat tetapi tugasnya
langsung memimpin dan melayani masyarakat seperti lurah dan camat. Selain itu,

pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang tugasnya

*ILoc. Cit, Thoha, him. 40
52Wasistiono, 2014.Jurnal llmu Pemerintahan, Jakarta, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia,
him. 22
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memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti kepala puskesmas,

Kepala dinas sosial, badan penanggulangan bencana dan yang sejenisnya perlu

juga menjalankan model kepemimpinan dua kaki.

(service) la : 3 ki pagaiy, sa U fungsi birokrasi

pemerintahan maka ik n untuk mengukur

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai Kketentuan

perundang-undangan yang berlaku.*?

**Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
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Pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan , mengurus dan
menyelesaikan  keperluan/kebutuhan individu/seseorang/sekelompok orang,
artinya objek yang dilayani adalah individu, pribadi dan kelompok organisasi.**

Konsep pelayanan dapat. diberikan_pengertian sebagai proses menunjuk
kepada segala pencapaian tujuan tertentu.>

Pelayanan publik diartikanpemberian layanan (melayani) keperluan orang
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai
dengan aturan-pokok dan tata cara yang telah ditetepkan.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala
bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang
pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi
Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara
atau Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.’

Menurut penulis, bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa
pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada
prinsipnya menjadi tanggung jawab. bersama antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat dan di
daerah, mapun dilingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat

dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

>*Rewansyah, 2012.Kepemimpinan dalam pelayanan publik, Jakarta, Rizki Grafis, him.52

>*0p. Cit, Luthans

*®Sinambela, dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Jakarta,
Bumi Aksara, him.5

*"Ratminto, 2005. Manajemen Pelayanan Publik, Yogyakarta, Pustaka Belajar, him.4
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Konsep pelayanan mengandung bermacam-macam arti meliputi rupa-rupa
kegiatan dan dipakai untuk berbagai bidang studi. Sejauh ini penamaan bahasa
Indonesia kata pelayanan dalam bahasa Inggris ada dua istilah yaitu administering
dalam administration dan servicing dalam_servis (public servis dan civil servis)
dalam konsep administration lebih menunjukan sistem (struktur) dan proses
ketimbang substansi kebutuhan-manusia“dan jpublik, sedangkan konsep servis
sebaliknya merupakan hasil kerja produk. Layanan sebagal keluaran pelayanan
mengandung dua arti : sebagai jasa (komoditi dalam arti luas) dan sebagai seni
(cara). Komoditi dalam arti luas meliputi komoditi yang diperjual belikan dipasar
maupun yang tidak diperjual belikan.

Pengelompokan pelayanan public membedakan antara pelayanan civil dan
pelayanan publik. Layanan dari suatu kewajiban, misalnya : layanan pemberian
akte kelahiran, " KTP, paspaf, Ijin-ijin, surat Keterangan kematian dan lain-lain.
Layanan civil tidak diperjual-belikan (diperdagangkan) di pasar, penyediaannya di
monopoli dan merupakan kewajiban pemerintah serta tidak diprivatisasikan.
Sedangkan layanan ‘publik adalah kebutuhan dasar dan tuntutan setiap orang
dengan dibebani suatu “kewajiban “(membayar) harga tertentu untuk
mendapatkannya seperti : layanan air bersih, listrik, layanan pendidikan dan
pelatihan, kesehatan, transportasi atau angkutan, layanan kebersihan dan lain-lain.
Layanan publik pada dasarnya bukanlah monopoli pemerintah, dapat
diperdagangkan di pasar dan dapat diprivatisasikan.

Menguraikan karakteristik civil services (the Nature of Civil Servis

Activity) adalah sebagai berikut:
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1. The Urgency of state servis (pentingnya pelayanan negara terhadap
warga Negara)

2. Large scale organization (organisasi skala besar yang didasarkan pada
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oleh pemerintah)
10. Lack of ruthlessness (pelayan yang tulus dalam suasana kebersamaan)

11. Anony and impartiality ( tidak bersifat pribadi dan tidak memihak)

Pemerintah tidak dibangun untuk melayani kebutuhan dirinya sendiri, tetapi

bertujuan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta
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menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat
mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan

bersama.Dengan begitu pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik

merupakan salah juda i fung 3 negara sebagai abdi
.&00 ebagai abdi
negara d yanan pada

2.1.9 Teo

peraturan dan penetapan (beschicking).

Dalam melaksanakan tugas pelayanan public saat ini menunjukan
perkembangan paradigm baru, hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan
kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public, perkembangan tersebut

membawa pengaruh perubahan pada sikap dan prilaku aparat pemerintah dalam

%8 Achmad, 2010.Teori-Teori Mutakhir Administrasi Publik, Yogyakarta, Rangkang Education,
him.178
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menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan public, pandangan inilah yang
menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakiin dituntut

untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai

anya berada

) berkuasa.

AL

b. yang dikuasai oleh
5 dapat beberapa
g posisi dominan.

c me
d an politik mulai
sahan kebijakan,
e mencapai tujuan secara

tepat dan meningkatkan hasil bersihnya.
f.  Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan
desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukungan , hambatan,
tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan

lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politk.*®

*°0Op. Cit, Syafiie 2005. Hal.146
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Menurut pendapat Fiedrich kebijakan adalah arah tindakan yang
diusulkakn oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan

san politik

yang ber gram prilaku j akat Negara.Jadi,

eputusan yang
diambil oleh seorz elaku atau ke K ¢ : itik, d memilih tujuan
dan cara | i r a, pihak yanag

untuk

mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi adalah :
kecerdasan, kedewasaan dan keleluasaan hubungan sosial, motivasi diri dan

dorongan berprestasi, sikap-sikap hubungan kemanusiaan.®®

%OFijedrich , dalam Wibawa 2011. Kebijakan Pemerintahan. Hal.2

®10p.cit. Soerbakti dalam Wibawa 2011, Hal. 190

620p. Cit. Budiardjo, Hal.20

®3William A. Cohen. 1992. Seni Kepemimpinan. Jakarta, Mitra Utama, hal. 228
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Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab

yang diberikan kepadanya.®*

yang bersifat evaluation dan development yang bersifat evaluation harus

menyelesaikan :

$*Mangkunegara, 2000 him.7 .dalam Tisnawati Sule, Emi dan Kurniawan Saefuulah, 2005. Pengantar
Manajemen, Jakarta, Kencana, him.223

®Ibid

%®Hasibuan, Malayu. S. P.2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, PT. Bumi Aksara,
him.34

* Ibid
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a. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompetensi
b. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision

c. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi

yang sepanjang. prose yarakat g_bersangkutan  diharapkan
berpatisipa an dil : N pembangunan yang

merupakan suz SE ‘ ] ari dan disengaja.®

a. Daerah kabupa kecamatan dalam rangka
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Kecamatan sebagaimana dimaksud dibentuk dengan perda

kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

%®Brataha I. Nyoman, 1982, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Jakarta, Ghalia Indonesia,
Him.14
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c. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan kecamatan

yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan

DPRD kabupaten/kota disampaikan kepada Mentri melalui Gubernur

anaan tugas-tugas

pahkan oleh

seperti pad

Cama erkedud g ‘ jawab  kepada

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

% oc. Cit. HIm.3
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e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat

kecamatan;

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;

diatasnya u
perizinan,
penyelengga
wewenang

efisiensi.Eks

o
QD
=
QD
>
c
=
c
w
QD
S5

pemerintahan

R )

N
o
D
«Q
2,
©
Z.
O
=4
o
o
=.

i
. S
S
S
«
=
=
3
o
=
=
)
=]

pelimpahan urusan pemerintah dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang
dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup
kecamata.Apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditangani oleh
kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat.

Sehingga dalam hal penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa,

Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki
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pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana

salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pemerintah desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan.

2014  Tentang

bina dan mengawasi

2.1.12 Konsep Pemerintah Desa
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

Loc. Cit. HIm.10
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kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

NKRI.™

indonesia
dipertimba pemerintahan
desa ini se ndang-undang
Tentang De an desa antara

lain :

Kekeluargaan;
g. Musyawarah;
h. Demokrasi;

i. Kemandirian;

J. Partisipasi;

™ Loc. Cit Pasal 1 ayat (1) him.12
"2 Loc. Cit ayat (2)
7 Loc. Citl ayat (3)
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k. Kesetaraan;
I. Pemberdayaan;

m. Dan keberlanjutan;’

2.1.13 kK

dari

\%%ﬁ

input,pro at ik ahui apakah

kegiatan te aluasi tersebut

bervariasi,s engacu empat

\'--:;\{"!‘é

indikator p mes. Indikator

taang

input memf ng dan bahan-

bahan dasar Jikator input ini

tanga

dapat melip kung lainnya.”

L2 25 S

Fa

asil atau produk

yang dapat dihas ' . Indikator hasil ini
misalnya berapa o QQ ‘ Ui ogram tertentu, berapa
penduduk miskin yang terk tertentu.Demikian seterusnya.

Dan terakhir indikator outcomes(dampak),memfokuskan diri pada pertanyaan

dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan

analisisnya. Terdapat berbagai model evaluasi,satu diantaranya menurut ndraha

adalah :

™ Op. Cit, ke HIm.4, 2015. Pemerintahan Desa. Zanafa Publishing. Pekanbaru
"Nurcholis, 2005.Hittp://Teori dan Konsep Evaluasi, HIm.67, diakses 27 Mei 2017, 21.35 Wib
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a) Model befora-after yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah
suatu tindakan (pelaku treatment) tolak ukurnya adalah before;

b) Model das solen-das sein yaitu perbandingan antara yang seharusnya

Kecukupan vyaitu sebe

memecahkan masalah.

d. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata
kepada kelompok masyarakat yang berbeda.

e. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan,
prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.

f.  Ketepatan yaitu apakah hasil(tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.

pencapaian hasil yang diinginkan

®1bid, Ndraha, 2003.HIm.201
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Menurut Ndraha (2003:201) juga menyatakan bahwa Evaluasi adalah
proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya.

2.2  Kerangka Pemikiran

Untuk lebi

Baik
Cukup Baik
Kurang Baik

Gambar I1. 2. 1: Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber; Data Olahan Peneliti, 2019
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2.3  Konsep Operasional
Untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna dan persepsi yang di

pergunakan untuk menghindari kesalahan serta perbedaan dalam memberikan

ing-m 5 Dalam hal ini

diletakkan hak untuk

tertinggi, sedangkan

pemerintah adalah kekua nemerintah sesuatu negara atau badan
tertinggi yang memerintah suatu negara.

d. Pemerintahan desa sebagai alat pemerintah adalah satuan organisasi
terendah Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala

Desa dan Perangkat desa serta BPD sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa.

T (www.forumbelajar,seputarpengertiantugas,olehSrikandiRahayu.com)
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Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

pelaksanaan

dupati/Walikota

biaya dan manfaat didistribusikan merata
kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan,

prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
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m. Ketepatan vyaitu apakah hasil(tujuan) yang dicapai memiliki

manfaat.’®

2.4  Operasional Variabel
i dan variabel yang

an Tugas
an Desa Di
Ukuran
6
Evaluasi Baik
Menurut Wi
Dunn (2003:6 Cukup
evaluasi be Baik
dengan
informasi Kurang
nilai atau Baik

hasil kebijakan

evaluasi me

mengenai Kinerja
kebijakan yaitu
seberapa jauh

kebutuhan,nilai,dan
kesempatan telah
dapat dicapai melalui

tindakan public

"81bid, William N Dunn, 2003.
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1 4 5
mengemukakan enam 3) Mengikuti Baik
pelatihan  terkait
langkah dalam perencanaan
evaluasi  kebijakan pembuatan Cukup
peraturan desa Baik
namaun disini penulis
Kurang
Baik
Z
» Baik
’ yang
’ Cukup
’ Baik
’ Kurang
' ‘ engan | Baik
_’ ‘ Baik
' " an Desa | Cukup
’ jadwal | Baik
' Kurang
7] & Baik
w — .
Kecukupan  SDM | Baik
C Perencanaan
Cukup
SDM | Baik
dalam perencanaan
dan Pembangunan Kurang
3. Sarana dan | Baik
Prasarana yang
mencukupi

keseluruhan Desa
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2 3 4 5

Cukup Baik

5.Ketepatan 1. Pelaporan Baik
Penyelenggaraan
Pemrintahan Desa Cukup

2. Pelaporan Baik

Penyelenggaraan terlaksana dengan baik dengan kisaran

persentase antara 67%-100%.

. Apabila indikatorEvaluasi yaitu Efektivitas, Efisiensi,

Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan
Ketepatan,Penyelenggaraan terlaksana dengan baik

dengan kisaran persentase antara 33%-66%.
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: Apabila indicator Evaluasi yaitu Efektivitas, Efisiensi,

Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan

Ketepatan,Penyelenggaraan terlaksana dengan baik

: Apabila indikator Efektivitas dalam melakukan Evaluasi
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan
Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik

dengan kisaran persentase 0%-32%.
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Untuk variabel Efisiensi dalam melakukan Perencanaan dalam

melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan

Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik
dengan kisaran persentase 0%-32%.

Untuk variabel Perataan dalam melakukan Perencanaan dalam

melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan

Lingga Kabupaten Lingga .
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Baik . Apabila indikator Perataan dalam melakukan Evaluasi

Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan

melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan
Lingga Kabupaten Lingga .

Baik : Apabila indikator Kecukupan dalam  melakukan

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok
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Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana
dengan baik dengan kisaran persentase 67%-100%.

Apabila indikator Kecukupan dalam  melakukan
epala Desa Dalam
a Kelombok

terlaksana

melakukan
Desa Dalam
esa Kelombok

terlaksana

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok
Kecamatan Lingga  Kabupaten Lingga terlaksana

dengan baik dengan kisaran persentase 67%-100%.

: Apabila indikator Reponsivitas dalam  melakukan

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam
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Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok

Kecamatan Lingga  Kabupaten Lingga terlaksana

dengan baik dengan kisaran persentase 33%-66%.

Kurang Bai ila_ indikato d melakukan
esa  Dalam
a Kelombok

terlaksana

Baik : abila i apa kukan Evaluasi

Cukup Baik  : Apabila indikator Ketepatan dalam melakukan Evaluasi
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan
Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik

dengan kisaran persentase 33%-66%.
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: Apabila indikator Ketepatan dalam melakukan Evaluasi

Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1
311
ung dalam

penelitian if, penelitian
deskriptif ¢
mengenai objek elitian yang S an faskan alat bantu
penelitian berup isione T can > ) nilai variabel.
Adapun u enis bt .. penelitic dalah menggunakan
data Kuanti
3.1.2 Lokasi

Kecamatan Lingga
Kabupaten Lingga penelitian adalah karena
aparatur Pemerintah Desa tan Lingga masih memiliki

pendidikan yang masih rendah, dan kurangnya mengikuti bimbingan teknis
(Bimtek) serta pendidikan dalam latihan (Diklat) tentang pemerintahan desa,
kondisi ini mengakibatkan kurang tertibnya dalam urusan penyelenggaraan
pemerintah desa terutama pelaksanaan Administrasi Desa Kelombok diwilayah

Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga .

79
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3.1.3 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel merupakan keseluruhan objek atau subjek yang

berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan

ciri-ciri atau
agian anggota
gga diharapkan

dapat mewe opulasi. : ggunakan cara

BPD Kelombok , Tokoh Masyarakat Desa, dengan Jumlah Keseluruhan yaitu 17

Sampel.

iNanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, Rajawali Pers , Jakarta, 2011, him.74
Ibid
*Ibid hal 79
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Tabel 111.1  Populasi dan Sampel Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa
Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No. Sub Populasi Populasi Sampel Persentase

1. 100%

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
DA disay yepepe i uamnjo(

3.1.4 Teknik Penarikan Sampe
Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah mengunakan
teknik sampling jenuh istilah lain teknik sensus, yaitu penetapan secara

keseluruhan dari populasi.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

82

3.1.5 Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang

merupakan sumbe 0 ntuk
<t

did “‘I

ohit

=y

peroleh dari data
dokumentas - Des 0 - aten Lingga , dan
pendapat p

3.1.6 Tek

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi,
waawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan
peneliti, tujuan agar data dapat terkumpul. Maka dari itu penulis menggunakan

metode yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu :

*Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta : teras, 2009), HIm.57
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a. Observasi
Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Dalam

topik tertentu yang di an kepada subjek baik secara dual atau kelompok

untuk mendapatkan il S : digunakan, yaitu

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mmengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln

dan Guba, antara lain :

*abu ahmadi dan cholid Narbuko, 2009. Metodologi Penelitian, Jakarta, PT Bumi Aksara, HIm.70
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a. Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan,

motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain;

b. Merekonstruksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang dialami dimasa

instrumen. Dokumen yang diipergunakan dalam penelitian dapat dibagi menjadi
dokumen pribadi yang berisi catatan-catatan yang bersifat pribadi , dokumen

resmi yang berisi catatan-catatan yang bersifat formal.”

¢ Moleong Lexi J, hal, 186.
"Moleong Lexy J, Op Cit, Hal, 208
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3.1.7 Teknik Analisis Data
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh
dari proses pengumpulan data dilapangan dan data yang didapat dari berbagai

sumber. Data

yang melip

pengolahan

Jadwa
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Tabel 111. 2 Jadwal Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala
Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa
Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga .

No Jenis Bulan dan Minggu ke...
Kegiatan

Januari Februar Mei-Juni Juli-Agustus Sept

1. | Penyusunan
Proposal

8. | Penyerahal ¥ . § X

Sumber :

Catatan : berubah sesuai
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

abad yang sila ' i e@ apat julukan
el

n 1722 911, terdapat

yang mana NNY3 :).‘ i : Kerajaan Melayu
Riau di Pul : \datang ';_ ya Trea n, maka kedua
Kerajaan Melayu te Ir menjad : U _ ersebut menjadi

semakin kuat. Wilaya : ork Kepulauan Riau

Thoarden untuk daerah yang besar dan Onder Districh Thoarden untuk daerah
yang agak kecil. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau
Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah keresidenan yang dibagi menjadi
dua afdelling yaitu :

1. Afdelling Tanjungpinang yang meliputi Kepulauan Riau — Lingga,

Indragiri Hilir, dan Kateman yang kedudukannya berada di
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wilayahTanjungpinang dan sebagai penguasanya ditunjuk seorang
Residen.
2. Afdelling Indragiri yang berkedudukan di Rengat diperintah oleh
asisten« residen  (dibawah) perintah residen., Pada tahun 1940,
Keresidenan ini dijadikan menjadi Residente Riau dengan
dicantumkannya _Afdelling: Bengkalis (Sumatera Timur) dimana
berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal
17 Juli 1947 No.9, maka dibentuklah daerah Zelf Bestur (daerah Riau).
Berdasarkan Surat Keputusan dari delegasi Republik Indonesia (RI), maka
Propinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No.9/Deprt. menggabungkan diri
ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom
Tingkat Il yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi
empat daerah kewedanan sebagai berikut : 1. Kewedanan Tanjungpinang meliputi
wilayah Kecamatan Bintan Selatan (termasuk Kecamatan Bintan Timur, Galang,
Tanjungpinang Barat, dan Tanjungpinang Timur sekarang). 2. Kewedanan
Karimun meliputi “wilayah Kecamatan Karimun, Kundur, dan Moro. 3.
Kewedanan Lingga meliputi wilayah' Keecamatan Lingga, Kecamatan Singkep,
dan Kecamatan Senayang. 4. Kewedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah
Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan
Bunguran Timur.

Kemudian berdasarkan atas dari Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan
mempedomani Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Pebruari 1964 No. 524/A/1964

dan Instruksi No. 16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Riau per - tanggal 9
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Agustus 1964 No. UP/247/5/1965, tanggal 15 Nopember 1965 No.UP/256/5/1965
menetapkan terhitung mulai Tanggal 1 Januari 1966 semua daerah administratif
kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan. Berdasarkan Undang
- Undang No. 53.Tahun 1999 dan UU No. 13.Fahun 2000, Kabupaten Kepulauan
Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten yang terdiri dari: Kabupaten Kepulauan
Riau, Kabupaten Karimun dan.Kahupaten Natuna. Wilayah Kabupaten Kepulauan
Riau hanya meliputi 9 kecamatan saja yang mana terdiri dari: Kecamatan
Singkep, Kecamatan Lingga, Kecamatan Senayang, Kecamatan Teluk Bintan,
Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan,
Kecamatan Tanjungpinang Barat, dan Kecamatan Tanjungpinang Timur.
Kemudian dengan dikeluarkannya Undang - Undang No. 5 .tahun 2001, maka
Kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang yang
mana statusnya sama dengan kabupaten . yang membawahi Kecamatan
Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. Dengan demikian, maka
Kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi Kecamatan Singkep, Lingga,
Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur.dan Tambelan. Pada akhir
tahun 2003 dibentuklah Kabupaten "Lingga sesuai dengan UU No. 31/2003
tanggal 18 Desember 2003, yang mana memiliki wilayah Kecamatan Singkep,
Singkep Barat, Lingga, Lingga Utara, Senayang. Dan sekarang padatahun 2017
Kabupaten Lingga di mekarkan menjadi 9 kecamatan dengan menambahkan
Selayar, Lingga Timur, Singkep Pesisir dan Singkep Selatan sebagai Kecamatan

baru.
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Kabupaten Lingga terletak di antara O derajat 20 menit Lintang Utara
dengan 0 derajat 40 menit Lintang Selatan dan 104 derajat Bujur Timur dan 105

derajat Bujur Timur. Luas wilayah daratan dan lautan mencapai 45.456,7162 km

,9o@‘

seutuhnya. Untuk itu, maka

dalam rangka untuk memecahkan masalah kependudukan.

Salah satu usaha untuk menekan laju dari pertumbuhan penduduk tersebut
dilakukan pemerintan melalui program Keluarga Berencana (KB). Jumlah
penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi
dengan persebaran penduduk. Menurut hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk

Kabupaten Lingga tercatat 90. 641 jiwa dengan kepadatan penduduk 43 jiwa per
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km? . Penduduk terbanyak dan kepadatan tertinggi tercatat di Kecamatan Singkep
yaitu sebanyak 28.006 jiwa dengan kepadatan 57 jiwa per km? . Kecamatan yang

memiliki penduduk paling rendah adalah Kecamatan Lingga Utara yaitu 10.195

elombok Merupakan

paC 2lab De
salah s3 G \“‘,“ ..

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan;

f. Membina penyelenggaran Desa dan/atau Kelurahan dan;

Selain tugas, Camat juga memiliki fungsi yaitu:
a. Melaksanakan sebagai kewenangan yang dilimpahkan Bupati/wali

kota;
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b. Mengkoordinasikan penyelenggaran pemerintah dan pembangunan di

wilayahnya;

c. Memberikan pelayanan masyarakat;

kerja di tingkat Kecamatan;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan tugas dan fungsinya;
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4.4 Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilyaan

yang di pimpin oleh seorang kepala seksi berkedudukan di bawah dan

Membantu penyelenggaraan pelaksana pemilihan umum, pilkada
Gubernur dan Bupati;

J. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan, pelayanan

KTP dan KK kepada masyarakat;

k. Membuat laporan kependudukan;
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Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi asset pemerintahan

kabupaten di tingkat Kecamatan;

. Melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah Negara dan

Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
Melaksanakn pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan seksi pemerintahan;

Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam

pengembangan Karir;
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Mengkoordinir penyususnan laporan harian Camat dan laporan

kependudukan setiap bulanya;

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
Melaksanakan pembinaan perdagang pasar desa/kelurahan;
Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah

kecamatan;
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e. Melaksanakan pembinaan dibidan perekonomian dalam rangka

meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;

f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitas pelaksanaan musyawarah

4.6

tugas:
a. Menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum;
b. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat,

bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
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c. Mengkoordinasikan pelaksanan dan penegakan produk hokum

pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya

diwilayah kerjanya;

penyakit

dalam

pelaksanaan
akat;

sesuai dengan

kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas yaitu:

a. Menyusun rencana kerja seksi social dan kemasyarakatan;
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Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat

beragama;

Menyelenggarakan dan  memfasilitasi  pelaksanaan  kegiatan

kemasyarakatan;
Menyusun program dan kegiatan seksi social dan kemasyarakatan;
Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan
kegiatan bidang social dan kemasyarakatan;

Penyelenggaraan kegiatan bidang social dan kemasyarakatan.
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4.8  Sumber Daya Organisasi

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan kantor camat Kecamatan

Lingga diperlukan pegawai/aparatur yang dapat melayani masyarakat dari semua

Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat dengan jumlah 17 orang.
Berikut ini dideskripsikan identitas responden menurut kelompok jenis

kelamin, tingakatan umur dan pendidikan terahir responden.
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4.9.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Untuk kelengkapan data, maka dalam identitas responden dicantumkan

jenis kelamin dari responden. Untuk melihat identitas responden berdasarkan jenis

4.9.2 Responden Menurt

Umur responden merupakan faktor pendukung dan mempengaruhi
kemampuan dan ketelitian dalam bekerja serta memberikan penilaian secara
objektif terhadap peran camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat. Berikut ini adalah tabel identias responden berdasarkan tingkatan

umur.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

101

Tabel IV.2  Distribusi ldentitas Reponden Berdasarkan Tingkat Umur
Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa
Kelombok Kecamatan Lingga Kabuapaten Lingga

Persentase (%0)

et ﬁf mur responden

o
berjumlah 1 i’ : : ) ta ‘-‘ jumlah 3 orang

fed

ur 21-30 tahun

aan masyarakat di Desa

4.9.3 Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan Kkita.
Pendidikan merupakan suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap
individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi

seorang atau individu yang terdidik itu sangat penting.
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Dalam pelaksanaan penelitian ini, tingkat pendidikan responden berbeda
beda satu sama lain. Pendidikan responden merupakan salah satu kriteria yang

sangat penting, karena tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat analisa dan

ﬁlﬁh\"’ih A

s.‘;"ﬁ

, tingkat
pendidikan SMP/SLTP berjumlah 1 orang dengan persentasi 6%, tingkat
pendidikan SMA/SLTA berjumlah 10 orang dengan persentase 59%. Untuk
tingkat Diploma berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, tingkat sarjana/ S1
berjumlah 4 orang dengan persentase 24%, sedangkan pada tingkat pendidikan

Pasca sarjana/S2 berjumlah 0 orang dengan persentase 0 %.
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Dari data tabel tersebut, kita dapat lihat bahwa tingkat pendidikan
SMA/SLTA mendominasi tingkatan pendidikan responden dalam penelitian ini.

Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang bermacam-macam ini

a di Desa

Indonesia p
yang merate
undang Dase asio sanakan pada hakekatnya
mencakup s

terpadu dan berke enye elosok tanah air.

dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah
barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti
perkembangan zaman. Pelaksanaan pembangunan vyang ditujukan demi
kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai

ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain
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bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi.

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian sekarang undang-
undang_tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah,=maka penyelenggaraan otonomi daerah yang
sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami
perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip-otonomi seluas-
luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua
unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah
memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,
peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan
pada peningkatan kesejahtieraan rakyat. Sejalan dengan  prinsip tersebut
dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya
perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah.satu perubahan yang sangat esensial
adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai
peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang
kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-
tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh

Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan.
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Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang

diselenggarakan oleh Camat, dengan salah satu tugasnya yaitu Penyelenggaraan

elenggaraan

aten Lingga

1.

ang dikemukan
oleh Willia ng diinginkan
telah terca g disampaikan
langsung ole nformasi secara
lisan. Dalam | J Me asickepada kelurahan /

disampaikan kepada suatu desa untuk disampaikan kepada masyarakat :
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Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pemerintah
Kecamatan & Pemerintahan Desa Indikator
EfektivitasPenelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas
Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di
Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabuapaten Lingga

FrekuensiPer Kategori

Jumlah

11

11

11

33

11

100%

menjelaskan tentang Efektivitas kepada masyarakat Evaluasi Pelaksanaan Tugas

Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok

Kecamatan Lingga Kabuapaten Lingga kegiatan dinilai Cukup Baik. Adapun

alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase 45%yaitu pencapaian ke 3 item

penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku

pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada. terkait buku
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pedoman yang telah diberikan, petunjuk juga sudah diberikan, namun
pengisiannya belum dilaksanakan untuk pengisian buku pedoman pembangunan.

begitupun dengan pelaporannya. terkait pelatihan yang diadakan sudah

yahan antara sebelum

orang, jawabsg < lenc d C ; lah 6 orang,
sedangkan

Item Kedua Memberikan pe rerka ncanaan pembuatan

desa menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 3 orang,
jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang, sedangkan
dengan kategori kurang baik berjumlah 3 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Lingga pada saat wawancara di

ruangannya, kantor Camat Lingga:
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“Mengenai  Pembangunan Pemerintahan Desa yang ada di
Kecamatan Lingga tentang Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi
anggaran yang memperlambat jalannya pembangunan, dimana pagu
indikatif belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sebab itu Alokasi
Dana Desa dalam Pembangunan belum efektlf digunakan, begitupun
realisasi peI na ABPDesa Kepada Bupati/walikota setiap semester
ng. terlambat..m

E m ‘.‘\"@ﬁ“ u. hanya berupaya

Pembangunan
yang ada dan
camatan yang

asyarakat Desa

Sebagaimana yang dikatakar Kasi Tapem pada saat wawancara di

ruangannya, kantor Desa Kelombok:

“Penyelenggaraan  Pemerintahan — Desa  Sudah  berjalan
sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal .

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa kepada Masyarakat Desa

pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Kelombok:
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“Realisasi untuk pembangunan sudah bisa dikatakan Cukup Baik
kerana sudah banyak pembangunan desa yang baru dalam kategori
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

arakat

Masyarakat Desa

minimnya [
dan Pemba

desa.

WRIRALNNE

“al

A
o
QD
5
(@)
=¥
w
@
@
<
B
@,

jumlah responden yang berjumlah

Tabel IV.5 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Tokoh Masyarakat
Desa Indikator Efektivitas Penelitian tentang Evaluasi
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga
Kabuapaten Lingga

N Frekuensi Per Kategori

o Item Penilaian Cukup | Kurang | Jumlah

Baik Baik Baik
1 2 3 4 5 6
1 | Memberikan  buku  pedoman 0 4 2 6
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Perencanaan pembuatan
peraturan desa dan peraturan
kepala desa juklak dan juknis
untuk penyelenggaraan
pemerintahan desa dalam hal
pembangunan D
1 6
M n
Per
2 | P A i an 34 R 6
penye Y
desa
Memb ih
perenc e
3 peratur d 5
kepala des naka
pembangun araan >
pemeri = -
l = §3- o1 18
- 6
|1 ) 100%
Sumber: an Pe '.
)
Berdasraka l‘aiﬁ lah jawaban yang

menjelaskan te
Kepala Desa Dal
Kecamatan Lingga Ka

alasan pencapaian Cukup Baik p

elaksanaan Tugas
Di Desa Kelombok
ilai Cukup Baik. Adapun

ase 66%oyaitu pencapaian ke 3 item

penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku

pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada. terkait buku

pedoman yang telah diberikan,

petunjuk juga sudah diberikan, namun

pengisiannya belum dilaksanakan untuk pengisian buku pedoman pembangunan.

begitupun dengan pelaporannya.

terkait pelatihan yang diadakan sudah

dilaksanakan dengan cukup baik namun belum ada perubahan antara setelah
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pelatihan dan sesudah pelatihan terhadap penggunaan anggaran dalam
pembangunan Desa.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di
tabel IV.5 yang menjelaskan-bahwa kategori-untuk jawaban baik berjumlah 0
orang, . jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang,
sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang.

Item Kedua Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan
peraturan desa untuk melaksanakan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan
desa menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 2 orang,
jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan
dengan kategori‘kurang baik berjumlah 0 orang.

Iltem Tiga Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan
peraturan desa untuk melaksanakan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan
desa menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 1 orang,
jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan
dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh"Camat Linggapada saat wawancara di

ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Mengenai Pembangunan Pemerintahan Desa yang ada di
Kecamatan Linggatentang Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi
anggaran yang memperlambat jalannya pembangunan, dimana pagu
indikatif belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sebab itu Alokasi
Dana Desa dalam Pembangunan belum efektif digunakan, begitupun
realisasi pelaksana ABPDesa Kepada Bupati/walikota setiap semester
pihak desa masih sering terlambat menyampaikan laporannya kepada
Bupati/walikota, Kecamatan sebagai perangkat daerah hanya berupaya
mengingatkan .
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Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Linggapada saat
wawancara di ruangannya, kantor Camat Linggadengan jawaban yang masih

sama :

Pembangunan

atan yang

yang ada di
anya Realisasi

Sebaga 3 ika c : ' t wawancara di

ruangannya, K

pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Kelombok:

“Realisasi untuk pembangunan sudah bisa dikatakan Cukup Baik
kerana sudah banyak pembangunan desa yang baru dalam kategori
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Desa pada saat

wawancara di Desa Kelombok:
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“Pelaksanaan Pembangunan Desa oleh pihak Desa umumnya

sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui
dilapangan”.

responden

Dalam Pe

Efisiensi diperlukan untuk meng

dari terjadinya ketidak konsistenan dan

supaya lebih optimal sehingga baik waktu, biaya lebih relatif tepat pada sasaran.

Tabel IV.6  Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pemerintah
Kecamatan dan Pemerintahan Desalndikator Efisiensi
Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa
Kelombok Kecamatan Lingga Kabuapaten Lingga
N Frekuensi Per Kategori
o Item Penilaian Cukup | Kurang | Jumlah
Baik Baik Baik




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

114

1 2 3 4 5 6

Partisipatif Masyarakat yang

tinggi dalam penyelengaraan
1 | pemerintahan  desa
bidang pembangunan

terutama 0 10 1 11

11

33
11
100%

menjelaska

Kepala Desz

Kecamatan

Waktu Penyelesaian Pembangunan sesuai dengan perencanan, jadi angka

dominan terletak pada kategori cukup baik yaitu 82%.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di
tabel 1V.6 yang menjelaskan bahwa kategori item pertama yaitu Partisipatif
Masyarakat yang tinggi dalam penyelengaraan pemerintahan desa terutama

bidang pembangunanuntuk jawaban Baik berjumlah 0 orang, jawaban responden
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dengan kategori cukup baik berjumlah 10 orang, sedangkan dengan kategori
kurang baik berjumlah 1 orang.

Iltem KeduaPerencanaan pembangunan yang biayanya efisien oleh Pihak
Desa yang sesuaisdengan RKPDes menjelaskan bahwa Kategori untuk jawaban
baik berjumlah 1 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik
berjumlah 9 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Item Tiga . Wakiu Penyelesaian Pembangunan “sesuai dengan
perencananmenjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah O orang,
jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 8 orang, sedangkan
dengan kategori kurang baik berjumlah 3 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Linggapada saat wawancara di

ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Mengenai  Partisipatifi: Masyarakat yang tinggi dalam
penyelengaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan,
masyarakat =~ sangat  berpartisipatif  seperti penyelenggaraan
Pembangungan-pembangunan baik berupa semenisasi jembatan dan parit
maka tenaga-tenaga yang direckruit untuk pelaksanaan pembangunan
tersebut diambil dari masyarakat tempatan.dan masyarakatpun antusias
dalam mengambil peran untuk semenisasi-

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Linggapada saat
wawancara di ruangannya, kantor Camat Linggadengan jawaban yang masih
sama :

“Untuk Perencanaan pembangunan yang biayanya efisien Pihak
kecamatan hanya menyelenggarakan musrenbang tingkat kecamatan dari
desa sendiri masyarakat tingkat desa tetap melaksanakan musrenbang
tingkat desa, dalam pelaksanaan pembangunan pelaksanaan
pembangunan desa kepala desa tetap menyampaikan realisasi
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pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun
berjala”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

enyelengaraan
2nyelenggaraan
a dan meskipun

asyarakat Desa

alam penyelengaraan
dangunanRealisasi  untuk
Baik kerana sudah banyak
kategori  pelaksanaan
terkait laporan persemester

“ S [
pemerintahan aa
pembangunan suc
pembangunan

penyelenggaraan pemerinta
terkadang juga ada yang terlambat .

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Desa pada saat
wawancara di Desa Kelombok:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh pihak Desa umumnya
sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui
dilapangan terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam
penyelengaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan
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masyarakatpun sudah cukup berpartisipatif meskipun belum secara
optimal ”.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih
minimnya pengetahuan masyarakat tentang.Efisiensi kegiatan Pembangunan
bidang ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa. Dimana,
terkait Partisipatif Masyarakat-yang tinggi’ dalam penyelengaraan pemerintahan
desa terutama bidang pembangunan, Penyelenggaraan Perencanaan pembangunan
yang biayanya efisien, Waktu Penyelesaian Pembangunan sesuai dengan
perencanan, yang mana ke tiga ltem tersebut sudah mewakili jawaban hasil
penelitian untuk kategori Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi
tersebut dan berdasarkan tabel 1.6 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan
responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas-Kepala Desa Dalam
Penyelenggaraan -Pemerintahan Desa DI Desa Kelombok Kecamatan Lingga
Kabuapaten Linggadinilai Cukup Baik dengan persentase 82% dari jumlah
responden yang berjumlah 11 orang.

Tabel IV.7  Frekuensi Tanggapan' Responden Unsur Tokoh Masyarakat
Desalndikator “Efisiensi ~ Penelitian  tentang  Evaluasi
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga
Kabuapaten Lingga

Frekuensi Per Kategori
Item Penilaian Cukup | Kurang | Jumlah
Baik Baik Baik

Partisipatif Masyarakat yang
tinggi dalam penyelengaraan

1 . 0 4 2 6
pemerintahan  desa terutama
bidang pembangunan

9 Perencanaan pembangunan yang 1 4 1 5

biayanya efisien
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Waktu Penyelesaian
3 | Pembangunan sesuai dengan 1 4 1 6
perencanan
Jumlah 2 13 4 18
Rata-rata 1 4 1 6
Persentase 17% 66% 17% 100%

Sumber: Data‘Olahan Penelitian, 2019

Berdasrakan tabel V.7 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang
menjelaskan tentang Efisiensi kepada masyarakat Evaluasi Pelaksanaan Tugas
Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok
Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga kegiatan dinilai Cukup Baik. Adapun
alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase 866 yaitu pencapaian ke 3 item
penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan
Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelengaraan pemerintahan desa
terutama bidang pembangunan, Perencanaan pembangunan yang biayanya efisien,
Waktu Penyelesaian Pembangunan sesual _derigan. perencanaan, jadi angka
dominan terletak pada kategori cukup baik yaitu 66%.

Hal ini terlihat dari Iltem Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di
tabel V.7 yang menjelaskan bahwa kategori item pertama yaitu Partisipatif
Masyarakat yang tinggi dalam..penyelengaraan pemerintahan desa terutama
bidang pembangunan untuk jawaban Baik berjumlah 0 orang, jawaban responden
dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan dengan Kkategori
kurang baik berjumlah 2 orang.

Item Kedua Perencanaan pembangunan yang biayanya efisienmenjelaskan

bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 1 orang, jawaban responden
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dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan dengan kategori
kurang baik berjumlah 1 orang.

Iltem Tiga Waktu Penyelesaian Pembangunan sesuai dengan perencanan,
jawaban responden dengan kategori cukup.baik berjumlah. 4 orang, sedangkan
dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh-Camat Linggapada saat wawancara di

ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Mengenai  Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam
penyelengaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan,
masyarakat ~ sangat  berpartisipatif  seperti penyelenggaraan
Pembangungan-pembangunan baik berupa semenisasi jembatan dan parit
maka tenaga-tenaga yang direckruit untuk pelaksanaan pembangunan
tersebut-diambil dari masyarakat tempatan dan masyarakatpun antusias
dalam mengambil peran.untuk semenisasi. ”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Linggapada saat

wawancara di ruangannya, ~. kantor Camat Linggadengan jawaban yang masih

Sama :

“Untuk Perencanaan pembangunan yang biayanya efisienPihak
kecamatan hanya menyelenggarakan musrenbang tingkat kecamatan dari
desa sendiri masyarakat tingkat desa tetap melaksanakan musrenbang
tingkat desa, dalam. pelaksanaan — pembangunan pelaksanaan
pembangunan desa kepala desa tetap menyampaikan realisasi
pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun
berjala”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:
“Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di

Kecamatan Linggatentang Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi
anggaran yang memperlambat jalannya pembangunan serta”.
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Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Tapem pada saat wawancara di
Desa Kelombok:

“Partisipatif Masyarakat yang tinggi. dalam penyelengaraan

pemerintahan desa terutama bidang.pembangunan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun
belum maksimal .

Sebagaimana yang -dikatakan oleh Kepala'Desa kepada Masyarakat Desa
pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Kelombok:

“Partisipatif Masyarakat yang tinggi- dalam penyelengaraan
pemerintahan desa terutama bidang pembangunan Realisasi untuk
pembangunan sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak
pembangunan desa yang baru dalam = kategori pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan desa terkait laporan persemester
terkadang juga ada yang terlambat”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Masyarakat Desa
pada saat wawancara di Desa Kelombok:

“Penyclenggaraan Pemerintahan Desa oleh pihak kecamatan
umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih
ditemui dilapangan terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam
penyelengaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan
masyarakatpun sudah. cukup berpartisipatif meskipun belum secara
optimal ”.

Sedangkan berdasarkan hasil Observasi di lapangan, penulis melihat masih
minimnya pengetahuan masyarakat tentang Efisiensi kegiatan Pembangunan
bidang ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa. Dimana,
terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelengaraan pemerintahan

desa terutama bidang pembangunan, Perencanaan pembangunan yang biayanya

efisien, Waktu Penyelesaian Pembangunan sesuai dengan perencanan, yang mana
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ke tiga Item tersebut sudah mewakili jawaban hasil penelitian untuk kategori
Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi

3.

Pera neliti: _: i -_ lita ataan Perencanaan
Pembangunt i Kepala Desa
ikut serta Desa Di Desa
Kelombok Ke i Ka 13, baik.i batan mental dan

emosi serta fisik ika : n pemberdayaan,

Kemudian, Perataan dalam pelayanna memuaskan kebutuhan, prefensi atau
nilai kelompok-kelompok tertentu, berikut penulis uraikan berdasarkan jawaban
lapangan untuk kategori Kuisioner sebagai berikut :

Tabel IV.8 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pemerintah
Kecamatan Dan Pemerintahan Desa untuk Indikator
PerataanPenelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas
Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di
Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabuapaten Lingga
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Frekuensi Per Kategori

-

X

2

No Item Penilaian il Cukup Kurang Jumlah
Baik Baik
1
1
2 N
.ﬂ-y
3 " %
-

33

11

100%

aban reponden

Perencanaan

jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang responden.

Tanggapan responden tentang Perataan jadwal Pelaporan dinilai Kurang

Baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawabn reponden dengan kategori baik

berjumlah 2 orang responden, jawabn responden dengan kategori cukup baik

berjumlah 7 orang responden, sedangkan jumlah jawan responden dengan

kategori kurang baik berjumlah 2 orang respondenTanggapan responden tentang
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Perataan jadwal Pelaporan pemberian Layanandinilai kurang baik. Hal ini dapat
diketahui dari jumlah jawabn reponden dengan kategori baik berjumlah 2 orang
responden, jawabn responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang
responden, sedangkan jumlah.jawan responden dengan kategori kurang baik
berjumlah 2 orang responden.

Sebagaimana yang dkatakan olehKepala;Desapada saat wawancara :

“Perataan itu sangat penting karena dalam hal ini Kepala Desadalam
pelaksanaan kegiatan pe nyelenggara masyarakat  karenadalam hal ini
sangat diperlukan dalam Perataannya sebagai Pelaksanaan Tugas Kepala

Desa terhadap masyarakat serta untuk ketepatan sasaran juga dirasa perlu

ditingkatkan lagi supaya berdampak lebih baik kepada masyarakat

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam
kategori ataupun indikator perataan masih @ sangat minim namun sudah
dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya
bertukar pikiran sehingga Perataan masyarakat dalam Pelayanan dapat terlaksana
dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi
tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
tanggapan responden Penyelenggaraan Pemerintahan Desamaka sudah bisa
disimpulkanCukup Baik dengan jumlah persentase 64% di ketinggian angka
kurang baik dari jumlah responden 11 orang responden.

Kemudian, Perataan ataupun hasil kebijakan memuaskan kebutuhan,
prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu, berikut penulis uraikan

berdasarkan jawaban lapangan untuk kategori Kuisioner sebagai berikut :

Tabel IV.9  Frekuensi Tanggapan Responden Indikator Perataan
Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa
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dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelombok
Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

Frekuensi Per Kategori
No Item Penilaian Jumlah
1
1
2
kegiatan |
gl - %
P B\
2 6
-:@ B
C;

24

100%

Jr

Jﬁ;‘\"il

n@ 0 1a proses kegiatan Penyelenggaraan
e

Pemerintahan Desa Di Desa Fk amatan Lingga Kabupaten Lingga
dinilai Kurang Baik. Hal tersebut terbukti dari jawaban reponden dengan kategori
baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup
baik berjumlah 4 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori
kurang baik berjumlah 1 orang responden.

Tanggapan responden tentang lkut Perataan dalam kegiatan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga
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Kabupaten Linggadinilai Kurang Baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawabn
reponden dengan kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawabn responden
dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang responden, sedangkan jumlah
jawan responden.dengan kategori.kurang baik-berjumlah 1 orang responden.

Tanggapan responden tentang Hasil kegiatan penyelenggaraan proses
perataan pembangunandinilai kurang baik.' Hal .ini dapat diketahui dari jumlah
jawabn reponden dengan kategori baik berjumlah 4" orang responden, jawabn
responden dengan kategori cukup baik berjumlah 2 orang responden, sedangkan
jumlah jawan responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang
responden.

Sebagaimana yang dkatakan olehKepala Desapada saat wawancara:

“Perataan itu sangat penting karena dalam hal ini Kepala Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan

Lingga Kabupaten Lingga ikut serta dalam pelaksanaan kegiatanyang

mana akan berdampah posttif

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam
kategori ataupun indikator Perataan masih sangat minim namun sudah
dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya
bertukar pikiran sehingga Perataan masyarakat dalam Penyelenggaran dapat
terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi
tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
tanggapan responden tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa

Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Linggamaka sudah bisa disimpulkan
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Cukup Baik dengan jumlah persentase 50% di ketinggian angka kurang baik dari

jumlah responden 6 orang responden.

kegiatan
Pemerinta

untuk membe of: 3 1 naupun masyarakat
Untuk mengeta 3gaima - ‘- 3 -L ::— ﬂv Drong penerima
untuk bertu

epatan Penelitian
a Desa Dalam
Desa  Kelombok

No Jumlah
1 6
1 11
Kecukupan SDM  dalam
> | perencanaan dan 1 3 - 1
Pembangunan
Sarana dan Prasarana yang
3 | mencukupi keseluruhan Desa | 2 7 2 11
Jumlah 4 17 12 33
Rata-rata 1 6 4 11
Persentase 9% 55% 36% 100%

! Ibid, William N Dunn, 1999.
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Sumber: Olahan Dtaa Penelitian, 2019
Dari tabel 1V.10 dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan

tentang Kecukupan SDM dalam Perencanaan Pembangunan dinilai Cukup Baik.

Hal tersebut dap 3 ijumlah jawab S dalam kategori baik

0y .
p perjumlah 7
)

perencanaan da i : 1&" ban responden

dengan kate j ' respi AW3 esponden dengan

kategori cukup-b '3 orang r¢ : da ) jawaban responden

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa pada saat wawancara di
ruangannya :
“Mengenai Ketepatan Memberikan Sarana dan Prasarana yang

mencukupi keseluruhan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan
Desa ™.
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Sebagaimana yang dikatakan oleh Kaur Pembangunan Desa pada saat
wawancara, dengan jawaban yang masih sama :

“Mengevaluasi dalam Kecukupan SDM dalam perencanaan dan Pembanguna
di desa ™.

sebag

] : jas emberikan yang
terbaik dz ilki hasil baik itt erintah & syarakat .

Sebagaimana yang d 3 ; esa pada saat wawancara
di ruangannya

“hasil yang didapa itu dari masyarakat maupun dari
pemerintah sudah cukup baik meskipun belum secara optimal .

Sedangkan berdasarkan hasil Observasi dilapangan, penulis melihat masih
minimnya pengetahuan masyarakat, yang mana di amati berdasarkan Kecukupan
SDM dalam Perencanaan Pembangunanyang dinilai dalam pengamatan yaitu

Cukup Baik.
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Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi
tersebut dan berdasarkan tabel 1V.10 tersebut dapat disimpulkan bahwa
tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala
Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan
Lingga Kabupaten Linggadinilai Cukup Baik dengan persentase 55% dari jumlah
responden yang berjumlah 11 erang. /Adapun alasan jawaban 55% dari unsur dari
apa Hasil kegiatan penyelenggaraan proses perataan.

Untuk mengetahu bagaimana tanggapan responden unsur. tokoh masyarakat
tentang mendorong penerima untuk bertukar pikiran dapat dilihat pada tabel V.10

berikut ini.

Tabel 1V.11 Frekuensi tanggapan responden Untuk Indikator Ketepatan
Penelitian tentangEvaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa
Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga
Frekuensi-Per Kategori
No Item Penilaian Cukup | Kurang Jumlah
Baik | Baik Baik
Kecukupan =~ SDM  dalam
1| perencanaan Pembangunan il 5 0 6
Kecukupan SDM . " dalam
o | perencanaan dan
Pembangunan L i 0 6
Sarana dan Prasarana yang
3 mencukupi keseluruhan Desa 0 2 4 6
Jumlah 2 12 4 18
Rata-rata 1 4 1 6
Persentase 17% | 66% 17% 100%

Sumber: Olahan Dtaa Penelitian, 2019

Dari tabel 1V.11 dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan

tentang hasil terhadap pemerintah dinilai Cukup Baik. Hal tersebut dapat dilihat
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dari jumlah jawaban responden dalam kategori baik berjumlah 1 orang, jawaban
responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang, sedangkan jawaban

responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

mencukupi kese | : n pan Responden
Dengan Kategor ik Be : Resg awaban Responden

Dengan Kategori ( : , g en, Sedangkan

Jawaban Responc engan i, Kuran erjumlah 4 Orang
Responden.

Sedangkan b , penulis melihat masih
minimnya pengetahuan enggaraan dan prosedurnya

sehinga itu menjadi kesulitan bersama ai Pelaksanaan dan Hasil Pertanggung
jawaban yang dinilai dalam pengamatan yaitu Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan
berdasarkan tabel 1V.11 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden
tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga

Kabupaten Lingga dinilai Cukup Baik dengan persentase 66% dari jumlah
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responden yang berjumlah 6 orang, Adapun alasan jawaban 66% dari unsur hasil

yang diperolh pemerintah dan masyarakat

Kabupaten r 111 program  kegiatan
Pembangun
mufakat . f emudia -J:‘ ra Key .‘ : mpaikannya kepada

masyarakat, \( ,: 5 ke desa untuk

dan Pemerintaha kator KetepatanPenelitian tentang
Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok
Kecamatan Lingga Kabuapaten Lingga

Frekuensi Per Kategori
No Item Penilaian Cukup | Kurang Jumlah
Baik | Baik Baik
s 2 3 4 5 6
Pelaporan Penyelenggaraan
1 | Pemrintahan Desa 1 7 3 11

? |bid, William N Dunn, 1999.
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Pelaporan Administrasi
2 Pembangunan 1 3 7 11

3 | Pelaporan Penggunaan
Anggaran

pertanyan  pelaporan

kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawaban responden dengan kategori
cukup baik berjumlah 7 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan

kategori kurang baik berjumlah 2 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Linggapada saat wawancara di

ruangannya, kantor Camat Lingga:



133

“Mengenai Pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam
kegiatan Pembangunan, ide yang diberikan cukupbaik untuk
pembangunan desa, masyarakat sangat berpartisipatif seperti
penyelenggaraan Pembangungan-pembangunan baik berupa semenisasi
jembatan dan parit maka tenaga-tenaga yang direckruit untuk
pelaksanaan pembangunan tersebut diambilfdari masyarakat tempatan
dan masyarakatpun antusias dalam mengambil peran.untuk semenisasi. ”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Linggapada saat
wawancara di ruangannya,- “kantor Camat Linggadengan jawaban yang masih

sama :

“Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Pembangunan Untuk
penyususan RPJMDes Pihak kecamatan hanya menyelenggarakan
musrenbang tingkat kecamatan dari desa sendiri masyarakat tingkat desa
tetap imelaksanakan musrenbang tingkat desa, dalam pelaksanaan
pembangunan pelaksanaan pembangunan desa kepala desa tetap
menyampaikan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota
setiap semester tahun berjalan, kemudian dalam tahapan pelaksanaan
pembangunan tetap diadakan evaluasi baik secara langsung maupun
secara tidak langsung ™.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingoa:

“Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di
Kecamatan Linggatentang Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi
anggaran yang memperlambat jalannya pembangunan serta”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Tapem pada saat wawancara di

ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Ketepatan penggunaan anggaran singga RKPDes sesuai
Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban Partisipatif
Masyarakat yang tinggi dalam penyelengaraan pemerintahan desa
terutama bidang pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal,
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kemudian untuk ketepatan pembangunan di tetap disesuaikan dengan
kebutuhan masyarkat .

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desapada saat wawancara di

ruangannya, kantor Desa Kelembok:

“ketepatan ide dalam mengevaluasi dan ketepatan penggunaan
anggaran terkait Partisipatif~ Masyarakat yang - tinggi dalam
penyelengaraan . pemerintahan desa’‘terutama bidang” pembangunan
Realisasi untukpembangunan sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana
sudah banyak pembangunan desa yang baru dalam kategori pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan desa terkait laporan persemester
terkadang juga ada yang terlambat .

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Desa pada saat

wawancara di Desa Kelombok:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh pihak Desa umumnya
sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui
dilapangan terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam
penyelengaraan pemerintahan desa terutama  bidang pembangunan
masyarakatpun sudah-cukup, herpartisipatif meskipun belum secara
optimal”.

Sedangkan berdasarkan hasil Observasidilapangan, penulis melihat masih
minimnya pengetahuan masyarakat tentang Ketepatan kegiatan Penyelenggaraan
pemerintahan Desa dan Pembangunan bidang ekonomi produktif yang mana
melibatkan dana alokasi desa, yang mana di amati berdasarkan Pelaporan
penyelenggaraan pemerintah Desadalam kegiatan Pembangunan, Mengevaluasi
setiap selesai kegiatan Pembangunan, Ketepatan penggunaan anggaran singga
RKPDes sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban yang dinilai

dalam pengamatan yaitu Cukup Baik
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Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi
tersebut dan berdasarkan tabel 1V.12 tersebut dapat disimpulkan bahwa

tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala

Pelaporan peny - a : p Pembangunan,
Mengevaluasi setiap selesai kegiata patan penggunaan
anggaran
jawaban, se

pertanggun

Tokoh Masyarakat
Desa an P itian tentang Evaluasi
2sa Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Des 2sa Kelombok Kecamatan Lingga

Kabuapaten Lingga

Frekuensi Per Kategori
No Item Penilaian Cukup | Kurang Jumlah
Baik | Baik Baik

Pelaporan  Penyelenggaraan

1 | Pemrintahan Desa 1 5 0 6
Pelaporan Administrasi
2 | pembangunan 1 5 0 6

3 | Pelaporan Penggunaan
Anggaran
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Jumlah 2 15 1 18
Rata-rata 1 5 0 6
Persentase 17% 83% 0% 100%

Sumber: Olahan Dtaa Penelitian, 2019

Dari tabel 1V.13dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan
tentang Pelaporan penggunaan anggaran dintlai Cukup Baik. Hal tersebut dapat
dilihat dari jumlah jawaban responden dalam kategori baik berjumlah 1 orang,
jawaban responden dengan" Kategori cukup baik’berjumlah 5 orang, sedangkan
jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah O orang responden.
Sedangkan tanggapan repsonden terhadap Pelaporan Administrasi Pembangunan.
Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 1
orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5
orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik
berjumlah O orang responden.

Sedangkan tanggapan repsondenterhadap pertanyan adanya evaluasi setiap
selesai pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan item ketiga Ketepatan
penggunaan anggaran singga RKPDes sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan
Pertanggung jawaban. Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan
kategori baik berjumlah O orang responden, jawaban responden dengan kategori
cukup baik berjumlah 5 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan
kategori kurang baik berjumlah 1 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Linggapada saat wawancara di

ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Mengenai Pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desadalam
kegiatan Pembangunan, ide yang diberikan cukup baik untuk
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pembangunan desa, masyarakat sangat berpartisipatif seperti
penyelenggaraan Pembangungan-pembangunan maka tenaga-tenaga yang
direckruit untuk pelaksanaan pembangunan tersebut diambil dari
masyarakat tempatan dan masyarakatpun antusias dalam mengambil
peran untuk semenisasi. ”.

Sebagaimana wyang. dikatakan oleh Sekretaris. Camat Linggapada saat
wawancara di ruangannya, kantor Camat Linggadengan jawaban yang masih

Sama :

“Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Pembangunan Untuk
penyususan RPJMDes Pihak kecamatan hanya menyelenggarakan
musrenbang tingkat kecamatan dari desa sendiri masyarakat tingkat desa
tetap melaksanakan musrenbang tingkat desa, dalam pelaksanaan
pembangunan pelaksanaan pembangunan desa kepala desa tetap
menyampaikan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota
setiap semester tahun berjalan, kemudian dalam tahapan pelaksanaan
pembangunan tetap diadakan evaluasi baik. secara langsung maupun
secara tidak langsung”.

Sebagaimana yang dikatakan, oleh. Kasi? Pemberdayaan Masyarakat Desa
pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di
Kecamatan "Linggatentang Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi
anggaran yang memperlambat jalannya pembangunan serta”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Tapem pada saat wawancara di
ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Ketepatan penggunaan anggaran singga RKPDes sesuai
Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban Partisipatif
Masyarakat yang tinggi dalam penyelengaraan pemerintahan desa
terutama bidang pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal,
kemudian untuk ketepatan pembangunan di tetap disesuaikan dengan
kebutuhan masyarkat”.
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Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa kepada Desa pada saat

wawancara di ruangannya, kantor Desa Kelombok:

“ketepatan_ide dalam mengevaluasi_dan ketepatan penggunaan
anggaran_.terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam
penyelengaraan . pemerintahan desa terutama bidang pembangunan
Realisasi untuk pembangunan sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana
sudah banyak pembangunan desa yang baru dalam kategori pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan;<desa terkait laporan persemester
terkadang juga ada yang terlambat .

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Desa pada saat
wawancara di Desa Kelombok:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa “oleh pihak kecamatan
umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih
ditemui_dilapangan terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam
penyelengaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan
masyarakatpun sudah cukup berpartisipatif meskipun belum secara
optimal”.

Sedangkan berdasarkan hasil Observasi dilapangan, penulis melihat masih
minimnya pengetahuan masyarakat tentang Ketepatan kegiatan Penyelenggaraan
pemerintahan Desa dan Pembangunan bidang ekonomi produktif yang mana
melibatkan dana alokasi desa, yang mana di amati berdasarkan Pelaporan
penyelenggaraan pemerintah Desadalam kegiatan Pembangunan, Mengevaluasi
setiap selesai kegiatan Pembangunan, Ketepatan penggunaan anggaran singga
RKPDes sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban yang dinilai
dalam pengamatan yaitu Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi

tersebut dan berdasarkan tabel 1V.13 tersebut dapat disimpulkan bahwa

tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala
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Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan
Lingga Kabuapaten Lingga dinilai Baik dengan persentase 83% dari jumlah

responden yang berjumlah 6 orang, Adapun alasan jawaban 83% dari unsur

ketepatan untuk p ecamatan dan desa, dari Pelaporan
‘\!m‘m\‘ 'M i
.' )

jawabnya.

DesaKecamatan LinggaKabupaten baik itu keterlibatan mental dan emosi serta
fisik dan memberikan respon terhadap kegiatan pemberdayaan, partisipasi dalam
bentuk materi, tenaga dan sebagainya. Atau berpartisipasi keterampial seperti
memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota

koordinasi ataupun anggota masyarakat lain yang membutuhkan.
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Kemudian, Responsivitas ataupun hasil kebijakan memuaskan kebutuhan,
prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu, berikut penulis uraikan

berdasarkan jawaban lapangan untuk kategori Kuisioner sebagai berikut :

Tabel IV.14 Fre ] ANQQa Re de tuk  Pemerintah
Desa
Pelaksanaan

No
1 6
1 11
2 11
3 11
1 6
pemerintahan d
Jumlah 6 33
Rata-rata 2 11
Persentase 18% 100%

Sumber: Data Olahan Peneltian, 2019

Berdasarkan tabel 1V.14 diatas dapat diketahui bahwa jawaban reponden
yang menjelaskan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa
Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Linggadinilai Kurang Baik. Hal tersebut
terbukti dari jawaban reponden dengan kategori baik berjumlah 2 orang

responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang
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responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah
2 orang responden.

Pertanggung Jawaban dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dinilai KurangBaik. Hal.ini_dapat diketahui dari jumlah jawabn reponden
dengan_kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawabn responden dengan
kategori cukup baik berjumlah=77 orang: responden, sedangkan jumlah jawan
responden dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang responden. Tanggapan
responden tentang Pertanggung Jawaban dalam Melaksanakan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
di Kecamatan Linggadinilai kurang baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah
jawabn reponden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawabn
responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang responden, sedangkan
jumlah jawan ‘responden dengan Kkategori Kurang baik ‘berjumlah 2 orang
responden.

Sebagaimana yang dkatakan oleh Sekretasris Camat Linggapada saat
wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Partisipasi itu sangat penting karena dalam hal ini camat ikut serta
dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
dikecamatan lingga karena dalam hal ini peran camat sangat
diperlukan dalam partisipasinya sebagai camat terhadap masyarakat
serta untuk ketepatan sasaran juga dirasa perlu ditingkatkan lagi supaya
berdampak lebih baik kepada masyarakat

Sedangkan berdasarkan hasil Observasi dilapangan, penulis melihat dalam

kategori ataupun indikator Responsivitas masih sangat minim namun sudah

dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya
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bertukar pikiran sehingga responsivitas masyarakat dalam pembangunan dapat
terlaksana dengan baik. dimana, Mengikuti rencana proses kegiatan Pembangunan
untuk melihat sejaun mana pelaksanaan pembangunan,lkut berpartisipasi dalam
kegiatan Pembangunan, Dampak.Positif Pembangunan yang, dilaksanakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa yang diamati dengan nilai Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut “diatas, dari hasil; wawancara, dan Observasi
tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
tanggapan = responden tentang Tugas kepala Desa dalam Pelaksanaan
Pembangunan, kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi produktif
maka sudah bisa disimpulkan Cukup Baikdengan jumlah persentase 64% di
ketinggian angka kurang baik dari jumlah responden. 11 orang responden,Adapun
alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase 64% yaitu pencapaian ke 3 item
penilaian sudah dicapai namun-belum, secara keseluruhan berkaitan dengan buku
pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada. terumata
dibidang, Mengikuti rencana proses kegiatan Pembangunan untuk melihat sejauh
mana pelaksanaan “pembangunan, Ikut berpartisipasi dalam kegiatan
Pembangunan, Dampak Positif Pembangunan yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai cukup optimal.

Kemudian, Responsivitas ataupun hasil kebijakan memuaskan kebutuhan,
prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu, berikut penulis uraikan

berdasarkan jawaban lapangan untuk kategori Kuisioner sebagai berikut :
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Tabel 1V.15 Frekuensi Tanggapan Responden untuk Tokoh Masyarakat
Desa Indikator Responsivitas Penelitian tentang Evaluasi
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga
Kabuapaten Lingga

Jumlah

dari jawaban reponden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden,
jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang responden,
sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang
responden.

Tanggapan responden tentang Dampak kepada MasyarakatPelaksanaan

Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa
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Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Linggadinilai Kurang Baik. Hal ini
dapat diketahui dari jumlah jawabn reponden dengan kategori baik berjumlah 1
orang responden, jawabn responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5
orang responden, sedangkan jumlah jawan responden dengan. kategori kurang baik
berjumlah O orang responden.

Tanggapan responden. ~tentang: Bampak Positif Pembangunan yang
dilaksanakan dalam ‘penyelenggaraan pemerintahan. desa di Kecamatan
Linggadinilai-kurang baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawabn reponden
dengan kategori baik berjumlah 4 orang responden, jawabn responden dengan
kategori cukup baik berjumlah 2 orang responden, sedangkan jumlah jawan
responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sebagaimana yang dkatakan oleh Sekretasris Camat Linggapada saat
wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Partisipasi itu sangat penting karena dalam hal ini camat ikut serta
dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
dikecamatan Lingga karena dalam hal ini. peran camat sangat
diperlukan dalam partisipasinya sebagali camat terhadap masyarakat
serta untuk ketepatan sasaran juga dirasa perlu ditingkatkan lagi supaya
berdampak lebih baik kepada masyarakat
Sedangkan berdasarkan hasil Observasi dilapangan, penulis melihat dalam

kategori ataupun indikator Responsivitas masih sangat minim namun sudah
dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya
bertukar pikiran sehingga responsivitas masyarakat dalam pembangunan dapat
terlaksana dengan baik.Pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun

belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku pedoman, pelatihan dalam

pelaksanaan pembangunan yang ada. terumata dibidang, Mengikuti rencana
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proses kegiatan Pembangunan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan
pembangunan, Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pembangunan, Dampak Positif

Pembangunan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang

ada. terumata

mana pelaksa Sipa dalam kegiatan

Pembangunan, ' Re e dilaksanakan dalam

Berdasarkan uraian dan penejlasan dari keempat indikator yang digunakan
untuk melihat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabuapaten Lingga,

maka dapat dibuat rekapitulasi tanggapan responden sebagai berikut:
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Tabel 1V.16 Rekapitulasi Unsur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan

Desa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok
Kecamatan Lingga Kabuapaten Lingga

No

Frekuensi Per Kategori

Item Penilaian Jumlah

Kabuapaten Linggadari Efektivitas, Efisiensi,Perataan, Kecukupan,Ketepatan,

Responsivitas, yang dinilai oelh responden dinilai cukup baik dengan jumlah

rata-rata 7 dengan persentase 64%. Sehingga dari jawaban responden tersebut

dapat diketahui bahwa  evaluasi tugas camat dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa kegiatan Pembangunan kepada masyarakat di bidang ekonomi
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berupa pembangunan dinilai cukup baik atau cukup maksimal.

Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kinerja dalam yang lebih baik lagi,

Namun, dalam pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa

Dalam Penyele han ombok Kecamatan
Lingga a
Tabel | e#gqanﬂm Evaluasi
u &éq elenggaraan
inta atan Lingga
No
Item Jumlah
B ail
1 | Efektivitas S | 3 6
2 | Efisie =1 1 52 6
3 | Perata 6
4 | Kecuku ) 6
ERANBARS
5 | Ketepata } 6
6 | Responsivi - 6
Jumlah 4 36
Rata-rata 1 6
Persentase 17% 66% 17% 100%

Sumber: hasil Pengolahan Data penelitian, 2019

Dari tabel 1V.17 tentang Rekapitulasi di atas bahwa jawaban responden

yang menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga

Kabuapaten Lingga dari Efektivitas, Efisiensi,Perataan, Kecukupan, Ketepatan,




148

Responsivitas,yang dinilai oelh responden dinilai cukup baik dengan jumlah rata-
rata 4 dengan persentase 66%. Sehingga dari jawaban responden tersebut dapat
diketahui bahwa evaluasi tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
kegiatan Pembangunan kepada..masyarakat. di-bidang ekonemi produktif berupa
pembangunan dinilai cukup baik atau cukup maksimal. = Sehingga masih
dibutuhkan peningkatan kinerja.dalam yang lebih baik lagi.

Namun, dalam pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan
Lingga Kabuapaten Lingga, masih ada terjadi hambatan-hamabatan.

411 Hambatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas. Kepala Desa Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan
Lingga Kabuapaten Lingga

Meskipun secara teori dan perancangan dalam program pemberdayaan
masyarakat sudah tersusun dengan baik, namun dalam setiap pelaksanaan suatu
rencana seperti pelaksanaan Pembangunan di Desa Kelombok Kecamatan Lingga
tersebut masih terjadi hambatan-hambatan atau kelemahan sehingga menyebabkan
rencana yang tersusun tersebut kurang berjalan secara efektif dari perencanaan.

Berbagai faktor penghambat “yang..dihadapi Desa Kelombok dalam
pelaksanaan kegiatan Pembangunan kepada masyarakat diDesa Kelombok
Kecamatan Linggaadalah sebagai berikut:

1. Efektifitas dalam penyelenggaraan pemerinahan desa khususnya

pembangunan desa sudah berjalan namun belum efektif, karena
Keterlambatan turunnya pagu indikatif sehingga menghambat proses

RKPDes serta laporan pertanggungjawaban.
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2. Efisiensi dalam peneyelenggaraan pemerintahan desa Kkhususnya
pembangunan desa belum efisiensi berkaitan dengan pengunaan waktu

penyelesaian yang belum sesuai target, ini juga difaktorkan karena

dinasi antara Kepala

—
anae o

v

= 2
. ‘);1 :

pembangunan itu menguntungkan bagi dia.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat

Evaluasi : .1@ - Dalam  Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa ‘ C elomb ecamatan Lingga Kabupaten
Lingga, berdasarkan hasil Kuisioner, Wawancara, dan Observasi, tersebut
dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Efektivitas dari
Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten
Lingga dinilai Cukup Baik dengan persentase 50% dari jumlah responden

yang berjumlah 17
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orang, dalam penyelenggaraan pemerinahan desa khususnya pembangunan

desa sudah berjalan namun belum efektif, karena Keterlambatan turunnya

pagu indikatif sehingga menghambat proses RKPDes serta laporan

Desa Dalam

k Kecamatan

Baik dengan

17 orang, dalam

habis, artinya Kurangnya antara Kepala Desa selaku
Pemerintaha Desa dengan BPD selaku Unsur pemerintahan Desa
3. Kesimpulan untuk indikator Perataan apakah hasil (tujuan) yang

dicapai memiliki manfaat." Dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan

Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa

! Ibid, William N Dunn, 1999.
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Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, berdasarkan Kuisioner,

wawancara, obervasi dan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa

tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas

Kecamatan Lingga Kabupaten Linggadinilai Cukup Baik dengan
persentase 55% dari jumlah responden yang berjumlah 17 orang, Sumber
Daya Manusia yang kurang memadai, sehingga manajemen perencanaan

kurang optimal sampai ke hasil.

? |bid, William N Dunn, 1999.
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5. Kesimpulan untuk indikator Ketepatan apakah hasil (tujuan) yang
dicapai memiliki manfaat.> Dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan

Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa

p Baik dengan
»~ 9
[ﬂ! ah 17 orang,
=)
ena | riar batan turunnya

juga berakibat

jumlah respon terbanyak pada cukup baik untuk kategori kuisioner
dengan jumlah persentase 66% di ketinggian angka kurang baik dari
jumlah responden 17 orang responden, Tingkat penerimaan masyarakat
sebagai pembangunan yang diselenggaraan sehingga masyarakat lebih

menerima yang jika pembangunan itu menguntungkan bagi dia.

* Ibid, William N Dunn, 1999.
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7. Kemudian penulis merekap kesimpulang dari 6 indikator yang mana 3
indikator yaitu Efisiensi, Efektivitas, Perataan, Kecukupan, Ketepatan,

dan Responsivitas yang tersimpulkan pada kategori Cukup Baik.

den tersebut
a Desa Dalam
ok Kecamatan
up maksimal.

ang lebih baik

masing-masing desa.
2. Terkait Peraturan Bupati Hendaknya ada Juklak Juknis yang jelas

untuk pihak kecamatan dalam penyelenggan Desa Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan

Lingga Kabupaten Lingga terutama bidang Pembangunan.
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. Diharapkan setiap pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai

dengan RPJMDes yang telah disepakati melalui musrenbang desa dan

musrenbang tingkat kecamatan .

n Peraturan Menteri

Pedoman
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